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NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa penyelenggaraan Bahgunan Gedung di Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah harus dilaksanalkan secara tertib,
sesuai dengan ﬁJngsinya, dan memenuhi persyaratan
administratif dan, teknis Bangunan Gedung agar menjamin
keselamatan penghuni dan lingkungannyé;

bahwa pesatnya perkembangan bangunan gedung di Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah perlu dikendalikan agar sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah; _

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Bangunan Gedung.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang * Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; |
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092; . ‘
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043); |
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukﬁm Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik lndon.esia Tahun 1981 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

T

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3833);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); '
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2097 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5049); '

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perhndungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hldup (Lembaran Negara Repubhk
1ndones1a Tahun 2009 Nomor 140, ’lambahan Lembara.n Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5039);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahdn Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Repubhk Indonesia.
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesm Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang Pembentukan
Peraturan Perudangan- undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52 34);
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Undang—Un’d;mg Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara RPpubllk Indones1a Nomor
5587), sebagalmana telah d1ubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negéra Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 56 79);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negaré Republik Indonesia Nomor 3372);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan .Tata Cara
Peran 'Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 3373)'

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenal Dampak Lingkungan H idup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Noror 99,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara'
Republik Indonesia Nomor 4276);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentdng Peraturan

- Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532); '
Peraturan Pernermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

l!h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor



24,

25.

26.

30.

31.

33.

34.

35.

117
4

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593}, _ |
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4833); |

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lembarsn Negallra‘ Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 /PRT/2006 tentang

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; .

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 /PRT/M/2006
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada
Bangunan Umum dan Lingkungan; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Mé’nteﬁ Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ah].i‘ Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 /PRT/M/2008
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Rqéng Terbuka
Hijau di Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008
Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaaﬁ Umura Nomor 26/PRT/ M/2008
tentang Persyaratan Teknis- Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan; _
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 - 2()16;
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa;ten Tapanuli
Tengah;

Dengan Persetujuan Bersamna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- Dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

. BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Chu

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; |

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

st

6.

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas—luasnya dalam sisten dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai . unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;

Deyvan, Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lernbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai. unsur
pen yplenggard pemerintahan daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Tapanuli Tengah; '

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebaglan atau seluruhnyd berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempdt tmggal
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan .sosial, .budaya, maupun
kegiatan khusus; ' '

Bangunan Gedung umum adalah Bangunan Gedung yang fungsmya untuk

kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun
fungsi sosial dan bud !
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. Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan

kaidah-kaidah hukum adat, atau tradisi masyarakat serta kearifan lokal
sesuai dengan budayanya;

Bangunan tradisional adalah bangunan gedung yang dibangun dengan
menggﬁnakan sebagian atéu seluruhnya arsitektur, simbol, ornamen yang
terdapat bangunan rurnah adat;

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung
berdasa.rkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya;

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan’ barfgunan
gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi
serta 'kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. Penyelenggara
bangunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna
bangunan gedung; |

Pedornan Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lajut dari

peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan Bangunan

Gedung;

i4. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan -
Gedung yang diperuntulkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
tata bangunan dan lingkungan; '-

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
blok/zora peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
Pembongkaran adalah kegiatan' membongkar atau merobohkan seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponén, bahan bé_ngunah, dan/atau
prasarana dan sarananys; '

lzin mendirikan bangunan gedimg yang selanjutnya'disingkat"IMB adalah
perizinan yang diberiken oleh pemerintah daerah kepada pemilik untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau/merawat

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan pérsyaratan
teknis; ' |

Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang
terdiri. dari para, ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung
unittuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen
rencana teknis dengan masa benugasan terbatas, dan juga untulk memberikan
masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung

tertentu -yang susunan anggotanva dituniulk cecara 1o o e 4
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disésuai_kan dengan kompleksitas Bangunan Gedung tertentu tersebut; _
Garis sempadan banguriah gedung adalah garis maya padé persil atau tdpak
sel):agai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung,
dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan
tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak;

Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan

mendirikan bangunan sesuai dengan IMB;

.Rencana - Tata Ruang Wil.ayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW

Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur

ruang dan rencana pola ruang wilayah Kota;

. Rencana . Detail Tata Ruang Kota elanjutnya disebut dengan RDTR Kota

adalah hasil perencanaan tata ruang yang mu‘upakan rencana rinci tata ruang
sebagai pemabar an lebih lanjut dari RTRW Kota;

Rencana Teknik Ruang Daerah s selanjutnya disebut RTR Daerah adalah hasil
perencanaan tata ruang yang menunjukkan pengaturan letak komponen ruang

pada blok tertentu sebagai penjabaran lebih lanjut dari RDTR Kota;

.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disebut RTBL adalah

pand uan rancang bangun-suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungari, rencana

investasi, ketentuan pengendalian rencana pelaksanaan, umum dan panduan

rancangan, dan pedoman pengendalian.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Lingkup

Paragraf 1
-Maksud

, Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan pengaturan dan

pengendahan penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan peraturan
Pelundang undangan.

Par-agfa.f 2
Tujuan

- Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1.

mewwudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata

Bangunan Gedung yang serael dan selaras dengan lingkungannya; -
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.

mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin

keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan;

mewujudkan kapastian hukum dalam penyélenggaraan Bagunan Gedung.

Paragraf 3
Lingkup

Pasal 4

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai- fungsi dan
Klasifikasi ~ Bangunan Gedung, persyaratan Ba_ngunan Ged_ung,
penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, p.embin.aan
dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan,
pidana; dan peralihan. ‘ |

Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan,

penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB Ii :
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

| Pasal 5
Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan
persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata banglinan dan
lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalam RTRW, RDTR dan /atau RTBL.

Fungsi.Bangunan Gedung meliputi: _

a. Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat
‘manusia tinggal; | .

b. Bangunan Gedung fungsi keagarnaan dengan fung si utama se"bégai tempat
manusia melakukan ibadah; . _

c. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan usaha;

d. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai
tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya.

e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagal tempat .

manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahas1aan tinggi
dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
f. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.
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Pasal 6

Bangunan gedung fuhgsi' hunian di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) butir (a) meliputi bangunan: -

a. bangunan rumah tinggal tunggal,

b. bangunan ruméh tinggal deret,

c. rumah tinggal susun, '

d. rumah tinggal sementara.

Bangunan gedung fungsé keagamaan di Kabupaten Tapanuli Tengah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) butir (b) dengan ‘fungsi utama

sebagai tempat manusia melakﬁkan ibadah keagamaan dapat berbentuk:

a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;

b. béngunan gereja, kapel;

c. bangunan pura;

d. bangunan vihara;

e. bangunan kelenteng; atau

f.  bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

Bangunan gedung fungsi usaha di kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) butir (c) meliﬁ)uti: . | ‘

a. bangunan gedung perkantoran (perkantoran pemerintah, perkantoran
niaga dan sejenisnya), o

b. bangunan gedung perdagangan (pasar, pertokoan, dan sejenisnya),

¢. bangunan gedung perindustrian (industri kecil,‘ industri sedang, dan
industri besar),

¢ 'béinéunan perhotelan (hotel, penginapan dan sejenisnya),

e. bangunan Terminal (terminal bus, dan sejenisnya)

f.  bangunan penyimpanan (gudang, gudang tempat parkir, dan SC_]CI‘HSDYQ)

g. bangunan pariwisata (wisata budaya, tempat rekreasi, dan sejenisnya).

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam

pasal S ayat (2) butir (d) meliputi: ‘

a. bangunan gedﬁng pelayanan pendidikan seperti anak usia dini, TK, SD,
SMP dan SMA/sederajat);

b. bangunen pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, pustu,
-posyandu dan sejenisnya), | | .

C. _bangunan gedung kebudayaan sepérti bangunan museum, gedung
kesenian, banguna"x gedung adat, bangunan gedung yang rhtetupkan

sebagai cara budaya, dan sejenisnya;

d. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah
raga dan sejenisnya.
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Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalarn pasal 5 ayat
(2) butir (e) meliputi bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya
dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko
bahaya tinggi dan penetapannya dilakukan oleh menteri terkait yang
membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait.
Bangunan gedung lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (2) butir (f) dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat
berbentuk: ‘

&. bangunan rumah -- toko (ruko};

b. bangunan rumah — kantor (rukan);

bangunan gedung mal - apartemen ~ perkantoran; dan

o

e

bangunan gedung mal — apartemen — perkantoran - perhotelan.

e. Dan sejenisnya.
T - Pasal 7

Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunah
didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis
Bangunan Gedung.

Fungsi Bangunan Gedung .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi,

tingkat - risiko kébakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau
kepemilikan bangunan gedung. » |

Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: _

a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter
sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi  sederhana
dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desaln prototlp, ’

b. Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedun<=r dengan
karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau
teknologi tidak sederhana serta

c. Bangunan Gedung khusus; yaitu Bangunan Gedung yang memiliki
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan
pelaksanaannya rnemerlu kan penyelesaian/teknologi khusus.

Klasifikasi berdasarkan tlngkat permanensi meliputi:

a. Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung

yang karena fungsinya duencanakan mempunyai umur layanan bampal
dengan 5 (lima) tahun;
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Bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang
karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima)
sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; serta . ‘ _

Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya direncanakan mempunyai uraur layanan di atas 20 (dua

puluh) tahun.

Klasifikasi berdasarkan tinglat risiko kebakaran meliputi:

a.

Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya, desain penggunaan bahan dan Kkomponén unsur
perﬁbentuknya sérta kuantitas dan kuaﬁtas bahan yang ada di
dalamnya tlngkat mudah terbakarnya rendan

Tingkat n31ko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung jar\g karena
fungsinya, disain penggunaan  bahan dan komponen  unsur
pembentuknya,. serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di
dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; serta _

Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yéng karena
fungsinva. dan disain ﬁenggunaan bahan dan  komponen unsur
pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada d1 dalamnya

~tingkat mudah terbakam ya sangat tinggi dan/atau tinggi.

Kla31f1ka51 berdaqalkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa di

wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan tingkat kerawanan bahaya

gempa, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan

Daerah ini.

a.

" Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:

Bangunan Gedung di lokasi rendah, yaitu Bangunan Gedung yang
pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah
yang berfungsi sebagai resapan;

Gédung di lokasi sedang, vyaitu Bangunan Gedung yang pada
umumnya terletak di daerah permukiman; serta

Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada

umu'mnya terletak di daerah perdagangan /pusat kota.

Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung meliputi:

a.

Bangunan Gedung bertingkat rendah, vyaitu Bangunan Gedung' yang
memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai; '

Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang
memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; serta

Bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang
memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
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Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:

a. Bangunan Gedung milik negara, vyaitu Bangunan Gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan railik, negara dan
diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN,
dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung
kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah
negara, dan lain- lain; . - '

b. Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang
merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan
dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan; serta

¢. Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan Gedung yang
merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan
diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non

pemerintah tersebut.

! Pasal 8

Penentuan Klasifikasi Bangunan ‘Gedung atau bagian dari gedung
ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan,
pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung.
Fungsi- dan. Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan
Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui
pengaj uan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. ‘
Penetapan fungsi Bangunan. Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah
melalui penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/ atau RTBL,

kecuah Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Pasal ©

Fungsi  dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah relalui revisi
p‘enetépan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung sepanjang masih
sesuai dengan peruntukan rvang yang diatur dalam RTRW, RDTR dé.n/ata'u
RTBL. |

Perubahan fungsi dan Klasifikasj Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana

teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
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Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung‘harus diikuti dengan
pemenuhan persyaratan adrnmlstra’rlf dan per syaratan teknis bangunan
gedung yang baru

Perubahan fungsi dan/atau Kl_asifikasi' Bangunan Gedung harus diikuti

dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.

Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali

Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
- Umum

Pasal 10

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
Persyaratan administrasi Bangunan Gedung di Kabupaten Tapanuh Tengah

meliputi:

a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dar1 pemegang hak
~ atas tanah; '
b. status kepemilikan Bangunan 'Gedung, serta

c.' IMB.
Persyaratan teknis Bangunan Gedung di Kabupaten Tapanuli Tengah mehputl

a.. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
1) persyaratan peruntukan lo_ka81
2) intensitas Bangunan Gedung;
3) arsitektur Bangunan Gedung;
4) pengendalian dampak l1ngkungan untuk Bangunan Gedung Tertemu
serta
~ 5) rencanae tata _bangunén dan lingkungan.
b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:
1) persyaratan keselamatan;
- 2) persyaratan keséhatan;'
3) 'persyaratan kenyaménan; serta
%) persyaratan kemudahan.

Bagian Kedua A
Persyaratan Administratif

Paragraf 1-
Status Hak Atas Tanah
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Pasal 11
Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas status
kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen
kéterangan status tanah lainnya yang sah.
Péndirién bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain hanya dapat
dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas
tanah atau pemilik tanah daldm bentuk perjanjian tertulis antara ‘pemegang
hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit
hak daﬁ kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi
Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
P‘erjar.]jian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memruat pahng
sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta
fungm Bangunan uedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus
dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkén izin dari
Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bangunan Gedung »yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas
taﬁah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana. alam harus

meng1kut1 persyaratan yang diatur dalam Keterdngan Rencana Tata Ruang

Wilayah }\abupaten Tapanuli tengakh.

Paragraf 2
Status Kepemilikan. Bangunan Gedung

Pasal 12

Status kepemilikan' bangunan gedung sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10
pada ayat (2) butir b merupakan surat keterangan bukti kepemilikan

Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli

- Tengah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Peuetapan statuus kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana d1maksud pada
ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan
Bangunan Gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan
dap kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.

Qtétus kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat
dltetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan beraasarkan norma -

dan keamfan lokal yang berlaku di llngkungan masyarakatnya.
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Ketentuan mengenai status kepemilikan bangunan gedung fungsi keagamaan
diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. ‘
Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pengah nan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada plhak lain harus
dllaporkan kepada Bupai untuk diterbitkan surat keterangan bukti
kepermhkan baru.

Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas
tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas
tanah. o

Status kepemlhkan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat
ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma
dan keanfan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya

Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung kecuali sebagmmana

yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 13

Sétiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB

- dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan

1

kegiatan:
a.i pembangunan -Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan
- Gedung;

b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/ atau prasarana Bangunan
Gedung meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/
pengurangan; dan |

C. pemugaran/ pelestarlan dengan mendasarkan pada surat Keterangan

Rencana Kabupaten Tapanuli Tengah (advis planning) untuk lokasi yang
bersangkutan.

Izm mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d1ber1kan oleh Pemerintah Daerah kecuali Bangunan Gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah.

Pemerintah  Daerah wajib m‘embberikan Sécara cuma-cuma surat
Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada . ayat (1)
untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan

mengeajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis
Bangunan Gedunso B
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(4) Surat Keterangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud. pada ayat
(3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan
berisi: - .

a. fungsi Bangunan Cedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;

b. ketinggian maksimum Bangunan Geduri yang diizinkan'

¢. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan
KTB yang diizinkan;

d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang

diizinkan;

®

KDB maksimum yang diizinkan;

s}

KLB maksimum yang diizinkan;
g KDH minimum yang diwajibkan;
. h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
i. jaringan utilitas kota, _
(5) Dalam surat Keterangan Rencana Tata Ruang sebagaimaﬁa dimaksud pada
ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan ketentuan khusus yang berlaku

untux lokasi yang bersangkutan

Paragraf 4 :
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/Sarana Umum

Pasal _14

1. Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di
bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan
per .erLU uan dari Kantor Perizinan ’I‘erpadu Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mendapat pertlmbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung dan
dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.

3. Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) wajib

menglkutl standar teknis dan pedoman yang terkait.

Paragraf 5
Kelembagaan

A Pasal 15

(1) Dokuraen Permohonan IMB disampaikarn/diajukan kepada Instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan.
(2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh

instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemermtahan di
bidang Bangunan Gedung, :
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(3) Bupati Kabupaten 'Tapanuli Tengah dapat melimpahkan sebagian kewenangan
penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) kepada
Camat,

(4) = Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
! .
mempertimbangkan faktor:
a. efisiensi dan efektivitas;

b. mendekatkan pelayarian pemberian IMB kepada masyarakat;

@}

fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/at'au bangu'nan :
yang mampu diselenggarakan di kecamatan; dan

d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehablhta31 Bangunan

Gedung pascabencana. _ ‘

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pélimpahan sebagian kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga :
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Persyar atan .teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan

lmgkungan dan persyaratan keandalan bangunan.

Paragraf 2 .
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 17 -

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratan
arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf 3 :
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan. Gedung

Pasal 18

(1) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi
yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR
dan/atau RTBL sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat
secara cuma-cuma.

(3)

. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai

peruntukan lokasi, intensites bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan,
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Bangunan Gedung yang dibangun:
di atas prasarana dan sarana umum;
b. di bawah prasarana dan sarana umum;
c. di bawah atau di atas air;
d. di daerdh jaringan transmisi listrik tegangan t1ngg1
e. didaerah yang berpoternsi bencana alam; dan

f. di Kawasan Keselamatan Gperasional Penerbangan (KKOP);

harus sesuai dengan peraturari perundang—undangan dan memperoleh
pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi
terkait lainnya.

Daldm hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai pe{runtukan lokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sementara dalam Peraturan

Bupati.
Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang
mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan Gedung yang
tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.

Terhadap kerugian yang ftimbul akibat 1perubahan peruntukan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah ‘memberikan
penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesua1 dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan
intensitas Bangunan Gedung yang melipufi persyaratan kepadatan, ketinggian
dan jarak bebas Bangunan Geduﬂg, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
RTRW, RDTR, dan/atau RTBL. _ '

Kepédatan seﬁagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB dan
Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah.
Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang
jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tiriggi,

sedang dan rendah.

Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh
menggahggu lalu lintas penerbangan.

Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi |
ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung dan jarak antara

Ban gunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara

as jalan de o p ,
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(6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung

(2)

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan

fnengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung dapat diatur sementara
untuk suatu lokasi dalam peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pendapat
TABG. "

Pasal 21

KDB-ditentukan atas dasar kepentingan dayafdukung lingkungan, i)éncegahan
terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi
bangunan, keselamatan dan kcnyamanén bangunan. '

Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara

per:.yaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi
peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.

Ketentuan besarnya KDH bebagalmana dimaksud padd ayat (1) disesuaikan

dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan /atau pengaturan sementara

persyaratan 1nten31tas Bangunan Gedung dalam Peraturan Rupati.

Pasal 23

KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap
bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungd
bangun_an, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan
kenyamanan umum.

Keteﬁtuan besarnya KLB sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan /atau pengaturan sementara

persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24
Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan
atas dasar pertimbangan lebar.. jalan, fungsi bangunan, keselamatan
bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas
Denerbangan ‘
Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah _Sepanjang

memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang undangan.
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Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi' Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan
dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau perigaturan sementara persyaratan

intensitas Bahgunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan,
kesehatan, kenyamanan dan keserasian’ dengan lingkungan dan ketinggian
bangunan. .

Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak

' Bangurnan Gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api

dan/atau jaringan listrik tegangan tmggl dengan mempertlrnbangkan aspek .
keselamatan dan kesehatan;

Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian
muka, samping, dan belakang.

Penetapan garis sempadan bangunan beriaku untuk ‘bangunan di atas
permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen). |
Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan k,etentuaﬁ dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau
pengaturan sementara dalamn Peraturan Bupati. '

Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
Pasal 26 -

Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan,
dan jafak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap
lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keamanan, kesehatan,
henyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan
Jarak-antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan,
dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per
kapling/persil dan/atau per kawasan

Penetapan jarak antara Bangunan Geciung dengan batas persil, jarak
antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku
untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah
(besmen). .

Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak
antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pa‘gar' halaman untuk di
bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau

rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
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(5) Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak
- antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana
dimnaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR,
RTBL: .dan/atau pengaturan sementara persyaratan' intensitas Bangunan
Gedung dalam peraturan bupati.

(7) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.

Paragraf 4
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 27

Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan
Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta memperimbangkan adanya
keseimbangan antara nilai-nilai adat/ t;adisioriél sosial budaya seterapat terhadap

penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasal 28

(N F.’ersyarétan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam
peraturén bupati tentang RTBL.

(2) Penarhpi]an Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ay'at, (1) harus
memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan
lingkungan yang ada di sekifarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah
pelestarian. |

(3) Penampilan Bangunan Gedung yang d1d1r1kan berdampingan. dengan
Bangunan Gedung yang dilestarikan,. harus dlrancang dengan
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karaktenstlk dari arsitektur
Bangunan Gedung yang dilestarikan. .

(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu
kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarakat dalam
Peratur_an Bupati.

Pasal 29

(1) Bentuk denah- Bangunan Gedung’ sedapat mungkin simetris dan sederhana
guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa ‘dan
'penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota lalu lintas dan
kerertlban '

(2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatiké.n bentuk

dan karakteristik arsitektur- dj sekitarnya dengan mermpertimbangkan
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terciptanya ruang luar bangunan yang ;nyaman dan serasi terhadap
lingkungannya.

Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus memperhatikan
sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat
bersangkutan. '

Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan

yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.

Pasal 30

Pérsyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 harus memperhatikan fungsi ruang, ar31tektur Bangunan
Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung.

Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam
dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali
fungsi Bangunan. Gedung diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan
buatan. '

Ruang dalam Bangunan ‘Gedung harus mempunyai tinggi yang éukup sesuai
dengan fungsinya dan arsitektur bangundnnva R

Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau bagian
Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan
Gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan
penghuninya. : |

Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan
berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai

Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang

curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan,

maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.

Tinggl lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai
maksimal 1 ,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-
rata jalan, dengan memperhatikan keserasian 4linglk.ungan. .

Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas
banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar pada

suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar dltetapkan
tersendiri.

Permukaan atas dari lantai denah (dasar):
a. Sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari pekarangan yang

sudah dipersiapkan;

b. Sekurang-kurangnya 25 cm di atas tJt1k tertinggi dari sumbu Jalan yang

herhatasan:
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c. Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku jika
letak lantai-lantai itu lebih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada di

sekelilingnya, atau untuk tanah-tanah yang miring.

Pasal 31

Persyaratan keseimbangan, keserasian dan ‘keselarasan Bangumnan Gedung
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus
mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang
selmbang, serasi dan selaras dengan hngkur\gannya yang dlwujudkan dalam
pemenuhan persyaratan daerah resapan, 'akses penvelamatan - sirkulasi
kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana
luar Bangunan Gedung.

Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Persyaratan ruaing terbuka hijau pekarangan (RTHP);

b. Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
Persyaratarn tapak besmen térhadap lingkungan;
Ketinggian ‘_pekarangan 'dan lantai dasar bangunan;

e. Daerah hijau pada bang"unan;

f. Tata tanaman;

g Sirkulasi dan fasilitas parkir;
h. Pertandaan (Signage); serta

1. Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.
Pasal 32

Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dlmaksud pada Pasal 31
ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan
terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfung31 sebagai
tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai
ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas). .

Persyaratan RTHP ditetapkan dalam ‘RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara
langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan,
Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan
sukulas dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat
se“nua pihak berkepentingan. , _

Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP

dapat diatur sementara untulk suatu lokasi dalam peraturan bupatl sebagai
acuan bagl penerbitan IMB,
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Pasal 33

m Persyaratan .ruang sempadan depan 'Bangunan Gedung - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus menginda]qkélli.keserasian
lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW,
RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman
besar/pohon dan bangunan penunjang.

(2) Terhadap persyaratan ruang éempadan depan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau

" ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan,
ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur kendaraan

dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.

Pasal 34

(1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf ¢ berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien
Tapak Besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan,
ketentuan teknis dan kebijakan daerah.

(2) Untuk. penyediaaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak
dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen kedua

harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan

tanah.

Pasal 35

(1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayét (2)
huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
(2) Daerah hijau bangunan (DHBj merupakan bagian dari kewajiban pemohonan

[IMB untuk menyediakan RT HP dengan luas maksimum 25% dari RTHP.,

Pasal 36

Tata Tanaman sebagai_mana dimaksud daiam Pasal 31 ayat (2) hurui f meliputi
aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman - dengan

memperhitungkan tlngkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan
tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

Pasal 37

(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fas111tas parkir
kendaraan yang proporsional dengan Jumlah luas lantai bangunan sesuai
Standar Teknis yang telah ditetapkan.
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Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g tidak
boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi
pada p;ejalan "kaki, memudahkan aksesibilitas _dan tidak terganggu oleh
sirkulasi kendaraan. | . |

Sistemn sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g harus
saling- mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkuiasi internal Bangunan
Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana

transportasinya.

Pasal 38

Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2} huruf h
yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak
boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan,dipertahankan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

t ' Pasal 39

Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalafn
Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan memperhatikan karakter
lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen
promosi. |

Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan

pencahayaan dari penerangan jalan umum.

. Paragraf 5
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 40

Setiap kegiatan dalam bangunan dan /atau lingkungannya yang 'méngganggu
atau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). ‘

Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu

atau ‘tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dllengkdpl

“dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan ngkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan ngkungan (UPL)

Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 6 .
Rencana Tata Ramneatreas oo T8e ot
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Pasal 41

Rencana Tata Bangunan dan Lingkun-gan: atau RTBL memuat program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pe:qgendalian
pelaksanaan. .

Programi bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta
kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana
aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik
berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
Rencana umum dan panduén rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan_ pada suatu
lingkungan / kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan
mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem  pergerakan,
rencana aksesibilitas 11ngkungan rencana prasarana dan-.sarana hngkungan
rencana wuj ud visual bangunan dan ruang terbuka hijau.

Rencana mvesta31 sebagaimana dlmaz{sud pada ayat (1) merupakan arahan
program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun
berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana
umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para
pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan
dalam penataan lingktlngan,/kaWasan, dan merupakan rujukan bagi para

pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan

| pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolak ukur keberhasilan

investasi, sehingga tercapai  kesinambungan péntahapan pelaksanaan
pembangunan.

Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat mobilisasi péran masing-masing pemangku kepentingan pada
masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya
dalam suatu sistem vang dlsepakatl bersama, dan berlaku sebagai rujukan
bagi para pemangku kepenitingan untuk mengukur tingkat keberhasﬂan
kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan
bangunan dan lingkungan /kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan

memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, menlngkat, dan
berkelanjutan.
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(7) RTBL 'disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gédung dan
lingkungan yang ditetapkan olen Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta
dan/atau  masyarakat sesuai dengan - tingkat permasalashan pada
lingkungan/ kawa.san bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat para
ahli dan masyarakat. |

(8) Pola penatzan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (new development), p:embangunan
sisipan parsial (infill development), péremajaan kota (urban renewal),
pembangunan  kembali wilayah  perkotaan  (urban redevelopment),
mebcmgunan untuk menghldupkan kembah wilayah perkotaan (urban
revitalization), dan pelestarian kawasan.

(9) KTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan
lingkungan sehagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai
status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan

- terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang
bersifat gabungan atau (‘ampurdn dari ketiga jenis kawasan pada. ayat ini.

(10) RTBL ditetapkan dengan Feraturan Bupati.

; Paragraf 7
_ Persyaratan‘_ Keandalan Bangunan Gedung

Pasal 42

Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

" Paragraf 8
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

Pasal 43

FPersyaratan keandalan Bangunan Gedung di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri
dari persyaratan keselamatan Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan 'Banéunan
Gedung, persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan

Bangunan Gedung.

Ny ' Pasal 44

Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung " di Kabupaten Tapanuli ’Iengah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan Kemampuan
Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan

Gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan Bangunan
Gedung terhadap bahaya petlr
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Pasal 45

Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi persyaratan struktur

Bangunan Gedung, pembebanan pada ‘Bangunan Gedung, struktur atas

Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, ponda31 langsung,

pondasi dalam, keselamatan struktur, keluntuhan struktur dan persyaratan

' bahan

1

Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan

keselamatan, pérsyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan
mempertimbangkan:

a. fungsi Bangunan Gedung, loka31 keawetan dan kemung,klndn pelaksanaan
konstruksi Bangunan Gedung;

b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur
layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul
akibat gempa, angin, korosi, jamu_r dan serangga perusak;

C. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur 'Bangunan
Gedung sesuai zona gempanya;

d. struktur bangunan yang direncanakan secara detail pada kondisi
pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi kPruntuhan kondisi
strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuniny a;

€. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi

. :likul‘faksi dan;

£ keandalan Bangunan Gedung.

Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap,
beban ‘sementara atau beban khusus yang mungkln bekerja selama umur
pelayanan dengan menggunakan SNI 03- 1726-2002 Tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03-1727-
1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau
edisi terbaru; atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis.

Struktur atas Bangunan. Gedung sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
meliputi konstruksi beton, konshukm ba_]a konstruksa kayu, konstruksi
bambu konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan
menggunakan standar sebagai berikut:

a. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata Cara perencanaan beton dan
‘struktur dinding ber tulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru,

SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untik Bangunan
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Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan
dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang unt_uk bangunan
rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976-1995 Tata cara
pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03-2834-2000 Tata
caré pembuatan rencan.a campuran beton normal, atau edisi terbaru, SN1
03-3449-2002 Tafa cara rencana pembuatan campuran beton ringan
dengan agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan
palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan
Gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanéan‘ tahan
gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung
dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan
prategang untuk Bangunan Gedung;

b. konstruksi baja: SNI-03-1729-2002 Tata cara pembuatan dan perakltan
konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa
konstruksi;

C. ‘k‘onstruksi kayu: SNI 03-2407-1944 Tata cara perencanaan konstruksi
kayu untuk Bangunan Gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan
konstruksi kayu; )

d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
berdasarkan pedoman dan standar yang terkaJt dan

e. konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus: mengikuti kaidah
perencanaan konstruksi bahan dan teknologi khusus -berdasarkan

pedoman dan standar yang terkait.

Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud péda ayat (1)
meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam. |
Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diréncanakan
sehingge dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya
dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung
tidak mengalami penurunan yang melampéui batas.

Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal

lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah

permukaan tanah sehingga, pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan
penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstfuksi.

Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah
satu peﬁentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil
Pemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan
ketentuan dalem Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 /PRT/M/2010

tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.
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Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah
satu kondisi yang harus dihindaﬁ dengan cara melakukan Pemeriksaan
Berkala tingkat keandalan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 16/ PRT/M/QOlO tentang Pedoman Teknis
Pamerllzsaan Berkala Bangunan Gedung. . ' '

Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan Pengguna Bangunan

Gedung serta sesuai dengan SNI terkait.
Pasal 46 -

Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya. kebakaran
meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar
dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan
darurat tanda arah ke luar dan sistem perlngatan bahaya persyaratan
komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan 1nsta1au1 bahan bakar gas
dan manajemen penanggulangan kebakaran.

Setlap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rurnah deret
sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi
aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm
kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali

kebakaran.

Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret

. sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteks1

pasif dengan mengikuti SNI 03-1736- 2000 Tata cara perencanaan sistem
proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung,
atau edisi terbaru dan SNI 03- 1746-2000 Tata cara perencanaan dan
pemasangan sarana jalan ke luar untak penyelamatan terhadap hahaya,
kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.

Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran
meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan
bahaya kebakaran dan persncanaan dan pemasangan jalan keluar untuk
penyelamatan sesuai dengan SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan
pangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03- 1736-2000 Tata
cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran
pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.

Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem permgatan
bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam

keadaaaa darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03-6573-2001
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Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem
penngatan bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.

Persyaratan komun1kas1 dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem
komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan. ke luar pada
saat terjadi kebakaran atau kondisi lamnya harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai telekomunikasi.

Persyaratan instalasi ‘bahan bakar gas mieliputi jenis bahan bakar gas dan
instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas
tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang bérwenang.
Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai
dan/atau jumlah penghuni tertentu harus menipunyai unit manajemen

proteksi kebakaran Bangunan Gedung.

Pasal 47

Persyaratan kemampuan Balmgunan Gedung terhadap bahaya petif dan bahaya
kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem
kelistrikan. ,

Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan sistem
proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemehharaan serta
memenuhl SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir pada Bangunan Gedung,
atau edlSl terbaru dan/atau Standar Teknis 1a1nnya

Persyaratan sistem kelistrikan harus meimmperhatikan perencanaan instalasi
listrik, jaringén distribusi' listrik, beban listrik, sumber daya listrik,
transformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan
memenuhi SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau_ edisi terbaru, SNI 04-
0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik, atau edisi terbaru, SNI 04-
7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbary
dan SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan

energi tersimpan, atau edisi terbaru dan /atau Standar Teknis lainnya.

Pasal 48

Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilen{gkapi dengan
sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan
penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.

Sistern pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari

bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas
pengamanan. '
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(3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tata
cara proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkman
membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan /atau
membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

(4) - Peralatan pengamanan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (2) merupakan
peralatan detektor yang dlgunakan untuk merneriksa pengunjung Bangunan
Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan be{baha_ya yang
dapat ~meledakkan dan/atau .membakar Bangunan Gedung dan/atau
pengunjung di dalamnya.

(5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan orang
yang diberikan tugas untuk remeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang
kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan
dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

(6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimeksud dalam ayat (2) yang
meliputi  ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan,

pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan

Standar Teknis yang terkait.

Paragraf 9
Persymatan Kesehatan Bangunan Gedung

Pasal 49

.

Persyaratan  kesehatan Bangunan Gedung  Imeliputi  persyaratan . sistem

penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.

Pasal 50

(1) Sistem penghawaan Bangunan -Gedung sebagmmana dimaksud dalam Pasal 49
dapat berupa ventilasi alami dan /atau ventilasi mekanik/buatan sesuai
dengan fungsmya '

(2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan
umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dlbuka untuk
kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan Jendela |

(3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuban’ ventilasi harus meng1kut1 SNI 03-
6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan (Jedung, atau
edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan
pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, standar

tentang tata cata perencanaan peémasangan dan pemeliharaan 31stem ventilasi
dan /atau Standar Teknis terkait.
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~ Pasal 51

Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud. dalam Pasal

49 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau

penc-aﬁayaan darurat sesuai dengan fungsinya. '

Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan

umum harus mempunyai .bﬁkaan untuk pencahayaan alami yang optimal

disesuaikan dengan fungsi' Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan

dalam Bangunan Gedung.

Sistem pencahayaan buatan bebagalmana dlmaksud pada ayat ('1) harus -

memenuh1 persyaratan: )

a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam

X dan ‘tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;

b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi
tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat

- pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; ' .
c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan',ditempatkan

pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.

(S) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197-2000

Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau
edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan
alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6575-2001 Tata

cara peraricangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau

edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.

Pasal 52

Sistem ‘sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
dapat berupa sistem air minum dalam Bahgunan Gedung, sistem pengolahan

dan pembuangan air litnbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik,

persyaratan pc,nyaluran air hLuan persyaratan fasilitasi sanitasi dalam

Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah,
penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah). |

Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dlmaksud pada ayat
(1) harus direncanakan dengan mempertlmbangkan sumber air minum,
kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.

Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:

a. kualitas air minum sesuaij dengan peraturan perundang-undangan

mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai
sistem plambing; '

b. le 03-6481‘2000 Qiatarn Diamkiu~ aYaVaVal
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c. Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.

Pasal 53

Sistern 'ioengo}ahan dan pembuangan air limbah /kotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 harus direncanakan dan dipasang dengan mempértimbangka’n
jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem
pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan
sistem pengolahan dan pembuangannya.

Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah
rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus. diproses
sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait. '

Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-6481-2000
Sistem. Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI O3—2398—200.‘2 Tata cara
perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-
6379-2600 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, ‘atau edisi terbaru

dan/atau Standar Teknis terkait.

Pasal» 54

Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib

diberlakukan di fasilitas pe}ayanan kesehatan di rumah sakit, rumah

. perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.

Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem
perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan

pada saat perancangan, . pémasangan, pengujian, pengoperasian dan
pemeliharaannya.

Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2004
Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru

dan/atau standar baku/Pedoman Teknis terkait.

Pasal 55 -

Sistemn air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus direncanakan
dan dipasang dengan mempertlmbangkan ketinggian permukaan air tanah,
permeabilitas tanah dan ketersediaan i jaringan drainase lingkungan /kota.

Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem
penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah

pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum d1d11rkan ke
Jarmgan drainase llngKungan
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Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk rnencegah terjadinya
endapan dan penyumbatan pada saluran.

Persyaratan penyaluran air hujan harus meng1kut1 ketentuan SNI 03-4681-
2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2453-2002 Tata cara
perencanaan sumur resapan air hujan untuk Iahan pekarangan, atau edisi
terbaru, SNI 03-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan
pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan,
pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan

Gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait.

Pasal 56

Sistefn pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung |
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 49 harus direncanakan dan dipasang
dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan j Jenlsnva

Pertlmbangan fasilitas penampungan dlwu_]udkan dalam bentuk penyedlaan
tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangurian Gedung dengan
memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan
sampabh. _

Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk
penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu
kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya. _
Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampabh, alat pengumpul
dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan
pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.

Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau
umanxaatkan kembali sampah bekas. '

Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis

harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu hngkungan

: Pasal 57

Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus aman
bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat | -menunjang

pelestarian lingkuhgan

Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak
penting harus memenuhi kriteria: '

a. tidak mengandung bahan berbahélya/’ber-acun bagi kesehatan Pengguna

Bangunan Gedung;
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b. tidak menimbulkan efek silau” bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan

sekitarnya;

- ¢. udak menimbulkan efek peningkatan temperatur;

i
d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan

e. ramah lingkungan.

Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

Pasal 58

Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan

hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan

pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.

(1)

" Pasal 59

Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kens yamanan yang
dipercleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang
yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

Persyaratan kenyamanan sebagaimana diméksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur,

aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Pasa1 60

Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruaﬁg sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat ‘kenyamanan. yang diperoleh dari
temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi
Bangunan Gedung. _ , '

Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus meng1kut1 SNI 03-6389-2000 Konservas1 energi selubung bangunan
pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru SNI 03-6390-2000 Konservasi
energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru SNI 03-

6196-2000 Prosedur audit energi pada Bangunan uedung atau edisi terbaru,

SNI 03- 6572 2001 Tata cara per ancangan sistem ventilasi' dan pengkondisian

udara pada Bangunan Gedung, a,tau edisi terbaru dan/atau standar baku

dan/atau Pedoman Teknis terkait,

Pasal 61

i

Per'syaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

merupakan kondisi dari hak bribadi pengguna vang di dalam melalksanalean
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kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung laln di
sekitarnya.
Persyaratan kenyamanan panda:igan ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus rhempertimbangkan kenyamanan pandé.ngan dan dalam bangunan, ke
luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan
Gedung. | _
Persyaratan kenyamanan pandéngan dari dalam ke Iluar 'bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar
. bangunan dan rancangar bentuk luar bangunan;

b. perﬁanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH. .

Persyafatan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkean:

a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan

bertuk luar bangunan; , | .

b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau vang akan ada di
- sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.

¢. pencegahan terhadap gangguan silau dan péntulan sinar.

Persyaratan kenyamanan pandangan pAada ‘B:angunan Gédung sebagaimana

diméksud pada ayat (3} dan ayat (4) Vharu‘s memenuhi ketentuan dalam

Standar Teknis terkait. ‘

" Pasal 62

Persyaratan kenvamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang
ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi

Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul

" dari dalam Bangunan Gedung maupun llﬁgkungannya

Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan - sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus
mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan da'l/atau sumber
getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar
Bangunan Gedung.

Persyaratan kenyamanan terhadap tmgkat getaran dan kebxsmgan pada
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pgda ayat (1) harus memenuhi
ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata]cara perencanaan kenyamanan

terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung

|
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. Paragraf i1
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pasal 63

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam

Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan

Bangunan Gedung.

(1)

Pasal 64

Kemudahan hubungan ke, dari dan d1 dalam Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 meliputi ter sedlanya fasilitas dan aksesibilitas yang
mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjui usia.
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas .sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan ter sedianya hubungan horizontal dan vertikal antar
ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi. penyandang
cacat dan lanjut usia.

Bangunan Gedung Umum yang fungsmya untuk kepentingan publik, harus

menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagl semua
orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan |

horizontal berupa tersedianya plntu dan/atau koridor yang memadal dalam
jumlah ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dlpertlmbangkan
berda%arkan besaran ruangan, ,fung81 ruangan dan jumlah Pengguna
Bangunan Gedung. , | |
Ukuraﬂ koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipértimbangkan
berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna.

Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi

Bangunan Gedung dan pe‘rsyératan lingkungan Bangunan Gedung.

Pasal 65

Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubuﬁgan vertikal
antar }antal yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung
berupa tangga, ram, lif, tangga betjalan (eskalator) atau lantai berjalan
(travelator). -

J ufnlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan
fuﬁgsi Rangunan Gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta
kpselamatan Pengguna Bangunan Gedung. .
chgunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus

menyediakan lif penumpang.
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Setiap Banguhan Gedung yang memiliki Iif penumpang harus menyediakan lif
khusus kebakaran, atau lif penumpang yang dapat d1fung%1kan sebdgal lif
kebakaran yang dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung.

Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana
dimaksud pada éyat (1) mengikuti SNI 03-6573-2001 tentang tata cara
perancangan sistem transporta i \}ertikal dalam gedung (lif), atau edisi terbaru,

atau penggantmya

Bagian Keempat

Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air

atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik
Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara
Telekomunikasi dan/atau Menara Air

Pasal 66

Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sesuaidengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;

b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya
dan/atau di sekitarnya;

¢. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap hngl(ungannya

d. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan

e. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.

Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana

dan/ atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

& sesual dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL

b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;

c. tidak mengganggu fung31 sarana dan prasarana yang berada di bawah
" tanah; "

d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan
bagi pengguna bangunan ;

f.  mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan

o

mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.

Pembangunan Bangunan (;edung di bawah dan/atau di atas air harus

- mementhi persyaratan sebagai berikut:

sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;

a
b. tidak mengganggu kebelmbangan lingkungan dan fungsi 11ndung kawasan;
tidak menimbulkan pencemaran;

S

telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan

kemudahan bagi pengguna bangunan;

menda
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f. mefhpertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.

Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan

tinggi/ekstra t1ngg1/u1tra t1ngg1 dan/atau menara telekomunikasi dan/atau

menard air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL; .

b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan
kemudahan ‘bagi pengguna bangunan,

c. khusus untuk daerah héﬁtaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti
pedoman dan/atau Standar Teknis tentang ruang bebas udara tegangan
tinggi dan SNI Nomor 04-6950-2003 tentang Saluran Udara Tegangan

| Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi {SUTET) Nilai
.ambang batas medan listrik dan medan magnet;

d. ¥khusus menara telekomunikasi harus mengikuti peraturan perundang-
undangan  mengenai pembangunan dan penggunaan  menara

. teiekomunikasi; '

€. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan

f.  mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat

masyarakat.

Bagian Kelima ~
Persyaratan Bangunan Gedung Konservasi, Cagar Budaya serta
Kearifan Lokal . -

Paragraf 1
Bangunan Konservasi dan Cagar Budaya

Pasal 67

Bangunan Gedung Konservasi dan Cagar Budaya dapat berupa bangunan
ibadah, kantor lembaga rnasyarakat, ba..lai/.gedung pertemuan masyarakat,
atau sejenisnya. |

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Konservasi dan Cagar Budaya dilakukan
oleh masyarakat setempat sesuai ketentuan hukum yang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Konservasi dan Cagar Budaya dilakukan

~dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud dalem Pasal 10 ayat (1).
Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan

teknis lam yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung
dalam Peraturan Bupat1



-

A

41 154

Pasal 68

Ketentuan mengenai kaidah/norma -adat dalam penyelenggaraan Bdngunan

Gedung Konservasi dan Cagar Budaya terdiri dari ketentuan pada aspe]

perencanaan, pembangunan, dan px,manfaatan yang meliputi:

a. penentuan lokasi,

b. lan gga.rn arsitektur lokal,

Pasal 69

Lokasi Bangunan Gedung Konservasi dan Cagar Budaya sebagai berikut:

a. Konservasi;

b. Cagar Budaya;

Kelurahan Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat

Desa Pasar Tarandam Kecamatan Barus

. Tugu Péringatan Perang Gerilia Bonan Dolok' Kecamatan

Sitahuis

Benteng Portugis Kecamatan Barus .

Batu Ping di Desa Aek Dakka Kecamatan Barus -
Permandian Putri Andam Dewi di Desa Sitiris-tiris
Keeamatan. Andam Dewi. |

Makam Papan Tinggi di Desa Peﬁangahan Kecamatan Barus
Utara |

Makafn Mahligai desa Aek Dakka Kecamatan Barus

Makam Tuan Madhdud di Desa Gabungar; Hasang di
Kecamatan Bafus

Makam Tuan Ibrahim Syah di Desa Bukit Patupangan di
Kecamatan Barus |
Makam Tuan Ambar di Desa Pananggahan Kecamatan
Barus Utara

Makam Makam Pahlawan Nasional dr. F.L. Tobing di Desa
Kolang Kecamatan Kolang

Makam Tuan Hidayat di Desa Sorkam Kanan Kecamatan
Sorkarn Barat |

Makam Raja Sasi‘Hutagalung Aek Raisan Kanan Kecamatan
Tapian Nauli ‘

Makam Raja Uli di Desa Sitiris-tiris Kecamatan Andam Dewi

Makam Syekh di Desa Lopian Kecamatan Badiri

- Liang G‘orga‘di Desa Pasar Kolang Kecamatan Kolang

Liang Pagar Gunung di Desa Hutanabolon Kecamatan
Tukka
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Pasal 70 -

Langgam arsitektur lokal pada Bangunan Gedung Konservasi memiliki ketentuan

mengikuti bangunan rumah tinggal.

Pasal 71

Penjelasan - mengenai ketentuan teknis dan. prinsip-prif;sip pembangunan

Bangunan Gedung adat dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung Konservasi dapat

diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bangunan Gedung dengan Langgam Tradisional

" Pasal 73

i

(1) Bangunan Gedung dengan langgam' tradisional dapat berupa fungsi hunisan,
fung31 Keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.

(2) Penyeclenggaraan Bangunan G<=duncr dengan langgam tradisional dilakukan
oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga
pemerintah  sesuai  keterituan kaidah/norma tradisional ‘yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dﬂakukan
dengan‘ mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). .

(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan
teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung
dengan langgam tradisional dalam Peraturan Bupati.

‘ Pasal 74

Ketentuan mengenai kaidah/norma tradlslonal dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung den gan langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan,
pembangunan, dan pemanfaatan, yang mehpuu

a. penentuan lokasi,

b. langgam arsmektur local.

Pasal 75

Penentuan lokasi pada Bangunan Gedung dengan Janggam arsitek tradisional pada
bangunan sebagai berikut:

a. Bangunan Pemerintahan (Kantor)

b. Bangunan Umum
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i’asal 76

Langgam arsitektur tradisional pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional
memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Bangunan Pemerintahan yang terdiri dari; Kantor Dinas, Badan, Lembaga,
Kantor Bupati, Kantor Camat, Kantor Kelurahan/Desa dan Bangunan
Pemerintah lainnya.

b. Bangunan Umum yang terdirt dari; Gedung serba guna dan Bangunan Fasilitas
Umum dan Sosial seperti; Bangunan Ibadah (Mesjid, Mushola, Langgar, Gereja,
Vihara, Kuil) dan Bangunan umum lainnya seperti; Sarana Kesehatan (Rumah
Sakit, Puskesmas, Pustu, Balai Pengobatan, Posyandu) dan Saran Pendidikan
(TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi).

Pasal 77

Penjelasan mengenai ketentuan teknis dan prinsip-prinsip pembangunan
Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dijabarkan lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 78

Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam

tradisional dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraf 3
Kearifan Lokal

Pasal 79

-

(1) Kearifan lokal merupakan petuah "atau ketentuan atau norma yang
mengandung kebijaksanaan 'dalam berbagai perikehidupan masyarakat
setempat sebagai sebagai warisan turun temurun dasi leluhur.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan
kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- uhdangan. ' .

(3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

J

. " Bagian Keenam
Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen
dan Bangunan Gedung Darurat

Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat
Pasal 80 .
(1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung
yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi

~permanen dan darurat vang dapat ditingi ‘niadi



)
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Penvelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan keserasian

dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.

Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat

diatur lebih lanjut dalam Pératuran Bupati.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor,
kqwasan rawan gelombang pasang (tsunami), kawasan rawan banjlr dan
kdwasan rawan bencana alam geologi (gempa bumi). '
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam
sebégaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan
tertentu  yang mempertimbangkan . keselamatan dan keamanan demi
kepentingan umum. «
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada aya’r (1) diatur
dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan penetapan dari instansi pemerintah
Kabupaten Tapanuh Tengah atau yang berwenang

Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebaga.lmana dimmaksud
pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu
kawasan sebaga1 kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun
pada batas tertentu dalam peraturan bupati dengan mempert1mbangkan

keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.

Paragraf 2
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kabupaten Tapanuli Tengah

Pasal'sz

i

Kawasan rawan tanah longsor sebagalmana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)
merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan’ terhadap perpindahan
material pembentuk lereng berupa batuan bahan rombakan, tanah, atau
materiai campuran.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTF’ peraturan zonasi dan penetapan dar1 instansi

Pemermtah Kabupaten Tapanuli Tengah atau yang berwenang.
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Dalam hal ketentuan sebagaimané dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawaﬂ tanah longsor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus rhemiliki rekayvasa teknis tertentu
yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan
material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat lonigsoran
tanah pada tapak. _

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki curah hujan yang dominan per tahun
sebesar. 3.500-4.000 mm terterjadi diwilayah seluas 47 ,98 %. Ko*hbinasi dari
kondisi kemiringan lereng yang mlrlng > 25 % dengan kondisi batuan yang
terstrukturkan dan telah melapuk menjadi tanah serta adanya curah hujan
yang juga tergolong tinggi mengalﬂbatkan Kabupaten Tapanuli Tenorah sangat

berpotensi terjadl longsoran.

Paragraf 3

Persydratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunaml)

(1)

(5)

Kabupaten Tapanuli Tengah

Pasal 83

Kawasan rawan gelombang pasang (tsunami) sebagaimana dimaksud dalam

* Pasal 81 ayat: (1) melupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap

gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer
per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan penetapan dam instansi
pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah atau yang berwenang.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mbngenal persyaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam peraturan
bupati.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu
yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan
Gedung akibat hantaman gelombang pasang (tsunami).

Kawasan rawan gelombang pasang (tsunami) berada di sepanjang pantai

Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya terdapat di Kecamatan Pandan
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Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sorkam, Kecamatan

Sorkam Barat dan Kecamatan Barus.

Paragraf 4

‘Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
Kabupaten Tapanuli Tengah '

Pasal 84

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)

merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi

mengalami bencana alam banjir. _
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam

- RTRW, RDTR, peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir,

penetapan dari Pemerintah I\abupaten Tapanuh Tengah atau yang berwenang.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam peraturan bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang marnopu
mengantls1paq1 keselamatan penghuni dan kerusakan Bangunan Gedung |
akibat gendngan banjir,

kawasan rawan banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di daerah hulu
sungai .atau daerah yang memiliki kepadatan yang tinggi. Kawasan-kawasan
tersebut berada di Kecamatan Pandan, Kecamatan Safudik, Kecamatan Tapian

Nauli, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Kolang dan Kecamatan Barus.

: Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
Kabupaten Tapanuli Tengah

.

Pasal 85

Kawasan rawan bencana alam geologi di Kabupaten Tapanuli Tengah sebaga mana

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi:

a.
b.
C.

d.

kawasan rawan letusan gunung berapi;
kawasan rawan gempa bumi;

kawasan rawan gerakan tanah;

kawasan yang terletak di zona pa{ahan aktif;
kawasan rawan tsunami;

kawasan rawan abrasi;

kawasan rawan angit (badai); dan




RN

g.

}

(2)

160

kawasan rawan bahaya gas heracun.

Pasal 86

Kawasan rawén letusan gunung berapi merupakan kawasan yang terletak di
sekitar kawah atau kaldera dan/atau berpotensi terlanda awan panas, aliran
lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau alira}n gas
beracun. |
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan letusan gunung berapi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan penetapan dari instansi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah atau yang berwenang.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemeriﬁtah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan lrawan letusan gunung berapi dalam Peraturan
Bupati. . '
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan letusan gunung berapi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu
yang mampu mengantisipasi keselamatan penguni secara sementara dari
bahaya awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pyjar

dan /atau aliran gas beracun.

Pasal 87

Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasaﬁ yang berpotensi dan/atau
pernah mengalami gempa bumi dengan skala VIl sampai dengan XII Modified
Mercully Intensity (MMI). |

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud f)ada ayat (1) ditetapkan
dalam Peta Zonasi Gempa Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana
dljabarkan lebih lanjut dalam Lampiran 1 Peratura.n Daerah ini.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Lawasan rawarn gémpa bumi
sebagarnana dlmaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam SNI 03 1726-2002 tentang tata cara perencanaan ketahanan
gempa untuk rumah dan gedung atau edisi terbarunya

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gemp:et bumi
sebagcumana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rékayasa teknis tertentu
yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan

Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.
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Pasal 88

Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tlngkat
kerentanan gerakan tanah tinggi. '
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan penetapan dari instansi
pemerintah Kabupaten ’Iapanuh Tengah atau yang berwenang.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalam peraturan bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah
sebagaimana dimaksud pada aydt (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu
yang rmampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan

Gedung akibat gerakan tanah tinggi.

Pasal 89

Kawasan yang terletak di zona patahan aktif rﬁerupakan kawasan yang berada
pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima lJuluh) merter
dari tepi jalur patahan aktif.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan
aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhl persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturaﬁ_zonasi dan penetapan dari instansi
pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah atau yang berwenang.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan

Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif dalam

Peraturan Bupati.

_ Peny_elenggaraan Bangunan Gedung Qi kawasan yang terletak di zona patahan .

aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis

tertentu yang mampu mengantisipasi Kkerusakan dan/atau keruntuhan
Bangunan Gedung akibat patahan aktif geologi.

Pasal 90

Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan pantai dengan elevasi. rendah
dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuh1 persyaratan sesuai ketentuan dalam

RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan penetapan dari 1nstan81 pemenntah

Kabupaten Tapanuli Tengah atau yang berwenang.
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Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud fmda ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu
mengantisipasi keselamatan penghunl dan/ atau keruntuhan Bangunan

Gedung akibat gelombang tsunami.

Pasal 91

Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpoténsi dan/atau
pernah mengalami abrasi. . _
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam
RTRW, -'RDTR peraturan zonasi dan penetapan' dari instansi pemerintah
deupa ten: Tapanuli Tengah atau yang berwunang

Dalam hal ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenal persyaratan penyelenggaraan

Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam Peraturan Bupati.

Denyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1 ) harus memiliki rekayasa teknis tertenty yang mampu
mengantisipasi kerusakan dan /atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat

abrasi. -

Pasal 92

Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yapg berpotenm
dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan penetapan dari instansi
pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah atau yang berwenang

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gds beracur. dalam Peraturan
Bupati. |
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun
sebagamxana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertenty

yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni Bangunan Uedung akibat
bahaya gas beracun.
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Paragraf 6
Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
di Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 93

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di L.awasan rawan

bencana alam sebaga_lmana dimaksud Pasal 8] diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati.

(4)

(6)

(7)

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan,
pemanfeatan, pelestarian, dan pembongkaran.‘

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sébagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis 'dan proses
pelaksanaan konstruksi.

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala,
perpanjangan Sertifikat Lailk Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan
Gedung. _

Kegiataﬁ pelestarian Bangunan'Gedung sebagaimaha dimaksud pada ayat (1)
meliputi keg1atan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan
pemugaran serta kegiatan pengawasannya.

Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta
pengawasan pembongkaran; '

Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Penyelenggara Banéunan Gedung wajib memenuhi 'persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan
Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.

I’Pnyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pdda ayat (1)

dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia Jasa di bidang.

penyelenggaraan gedung.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1

O YUmunm
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Pasal 95

Keglotan pembangunan Bangunan Gedung dapat dlselenggarakan secara swakelola

atau menggunakan penyedia jesa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau

pengawasar.

(3)

(4)

Pasal 96

Penyelénggaraan pembangunan Bangunan Gédung secara swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 menggunakan gambar re.n_'cana teknis
sederhana atau gambar rencana prototip. '

Pemerintah Daerah dapat mmemberikan bantuan teknis kepada Pemilik
Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar
prototip.

Pengawasan pembangunan Bangunah Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi
Bangunan Gedung. |

Paragraf 2
Perencanaan Teknis

Pasal 97

Setiap ' kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar
Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang
dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang

mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan

klasifikasinya. _
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanan
teknis untuk Bangunan Gedung hunian tunggal séderhana, Bangunan Gedung
hunian deret sederhana, dan Bangunan Geduhg darurat.

Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanan teknis untuk _]ems Bangunan
Gedung lainnya yang dlkecuahkan dari ketentuan sebagalmana dimaksud
padd ayat (1) yang diatur di dalam Peraturan Bupati.

Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdasarksn kerangka
acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan
Bangunan Gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan b1dangnya

Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen

rencana teknis Bangunan Gedung.

't Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis




)

e

(1)

(2)
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Pasal 98

Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana d;maksud dalam

Pasal 97 ayat (5) dapat meliputi: .

a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan
konstruksi, mekanikal/elektrikal;

b. gambar detail;

C. syafat-syarat umum dan syarat teknis;

d. rencana anggaran biaya: pembangunan

e. laporan perencanaan. _

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa,

dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian .IMB dengan

mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi

Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan keselamatan, kesehatan,

kenvamanan dan kemudahan (3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan

Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut:’

a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang dlgunakan bagi
kepentingan umum;

b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat rnasyarakaf untuk
Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting;

. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan

. dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan

Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimaha dimaksud

pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

- Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan biaya

retribusi IMB yang besarnﬁ'a ditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi

Bangunan Gedung.

Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Bupati menerbitkan IMB.

Paragraf 4
Pengaturan Retribusi IMB

Pasal 99

Pengaturan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) meliputi:

a. jenis kegiatan dan obyek yan g dikenakan retribusi;

b.

C.

penghitungan besarnya retribusi IMB;

indeks penghitungan besarnya retribusi IMB;




d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.

53

Pasal 100

Jenis kegiatan penyelenggaraan Bangunah Gedung yang dikenakan retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi;

a. pembangunan baruy;

b. rehabilitasi/renovasi(perbaikan/ peraWatan,perubahan,
perluasan/pengurangan); dan

c. pelestarian/pemu garari.

Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi biaya

penyelenggaraan IMB yang terdiri atas pengecekan, pengukuran lokasi,

pemetaén, pemeriksaan dan penatausahaan pada Bangunan _Gedung dan

prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 101‘

Penghitungan besarnya IMB sebagalmana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b

meliputi:

" a. komponen retribusi dan biaya;

i

b. besarnya retribusi;

c. tingkat penggunaan jasa

Komponen retribusi dan b1c1 ya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

b. retribusi administrasi IMB;

c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB,

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b d1111tung

dengan penetapan berdasarlzan:

a. lingkup butir komponen retribusi sesuai dengan permohonan yang
diajukan;

b. blingkup kegiatan sebagaiména dimaksud dalam Pasal 99;

C. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi untuk Bangunan Gedung
dan/atau prasafananya

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan

waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk prasarana gedung

sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perlzlnan dan sesuai
dengan cakupan kegiatannya.
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Pasal 102 .

(1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 huruf ¢ mencakup:
a. pénetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga

satuan retribusi untuk mendapatan besarnya retribusi;

b. skala indeks;
c. kode. A

' (2) . Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimanra dimaksud pada ayat (1)
meliputi: ’

a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi Bangunan Gedung
berdasarkan fungsi, kiasifikasi setiap ' Bangunan Gedung dengan
mempertimbangkan spesifikasi Bangunan Gedung; _

b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana Bangunan

Gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana Bangunan Gedung;

—
(L c. kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk Bangunan Gedung dan
prasarana Bangunan Gedung.
Pasal 103 l
(1) Harga satuan (tarii) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
huruf d mencakup: . '
a. harga satuan Bangunan Gedung;
b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung.
(2) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d.uctapkan oleh bupati sesuai dengan tlngkat kemampuan ekonomi
¢ masyarakat dan pertimbangan lainnya.
.

(3) Harga satuan (tarif) IMB Bangunan Gedung dinyatakan per qatuan luas (m2)

lantai bangunan.
(4) Harga satuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai

berikut:

a. luas Bangunan Gedung dihitun g dari garis ‘sumbu (as) dinding/'k'olon*

b. luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan Gedung d1h1tung setengah
dari-luas yang dibatasi oleh sumbu- -sumbunya;

c. luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom)
'dlhltung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu- sumbunya

d. luas bagian Bangunan Gedung epert1 canopy aan pergola (tanpa kolom)

dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi
tersebut;
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e. luas overstek/luifel dlhltung dari luas yang dlbata31 oleh garls tepi

konstruk31 tersebut.
(5) Harga satuan prasarana Bangunan Gedung dlnyatakan per satuan volume
prasarana berdasarkan ketentuan sebagai berikut: '

a. konstruksi pembatas/pengaman/ penahan per m2;

b. konstruksi penanda masuk lokasi per m? atau unit standar;
c. konstruksi perkerasarn per m?2;
d. konstruksi penghubung per m2 atau unit standar;
e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah per m2;
f.  konstruksi menara per unit standar dan pertambahannya; i
g. konstruksi monumen per unit standar dan pertambahannya; -
h. konstruksi instalasi/gardu per m2; '
i. konstruksi reklame per unit standar dan pertambahannya, dan
o J.  konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung.
N _ :
. a Pasal 104
Penghitungén besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1)
merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Paragraf §
‘ Tata Cara Penerbitan IMB
Pasal 105
(1) Permohonan IMB disampaikan kepada bupati dengan dilampiri persyaratan
C ) administratif dan persyaratan teknis sesuau dengan fungs1 dan Klasifikasi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, dan Pasal 9.
(2) Persyaratan administratif sebagailhana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. tanaa bukti status hak . atas tanah, atau tanda bukti perjanjian
pemanfaatan tahah; ’ |

b. data Pemilik Bangunan Gedung;

o rénéana teknis Bangunan Gedung;

"d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi Bangunan Gedung yang

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

e.” dokumen /surat surat lainnya yang terkait.

(3) Persyaratan teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. data umum Bangunan Gedung, dan

b. rencana teknis Bangunan Gedung.
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(4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi informasi mengenai:
a. fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; :

b. luas lantai dasar Bangunan Gedung; | ' ' | ‘
c. total luas lantai Bangunan Gedung;
d. ketinggian/jumlah lantai Bangunan Gedung;
€. rencana pelaksanaan. |

(5) Rencémé teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
dari: -
a. gambar pra rencana Bangunan Gedung yang terdiri dari gambar rencana

tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan;

b. spe"sifikasivteknis Bangﬁ-nan Gedung;
. rancangan arsitektur Bangunan Gedung; '
| d. rancangan struktur secara sederhana/ prinsip;
e. rancangan utilitas Bangunan Gedung secara prinsip;
k: f.  spesifikasi umum Bangunan Gedung;

UQ

perhitungan struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai étau lebih dan/atau
bentang struktur lebih dari 6 meter; _
h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal);
1. - rekomendasi instansi terkait.
(6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan ciengan
penggolongan, yaitu: ‘
a. réncana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian meliputi:
| 1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rurnah inti
tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana);
. 2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai
\oe dengan 2 lantai;
3) bangunan hunian runiah tiriggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai
~atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya.
b. rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum,;
C. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus; dan
d. rencana teknis untuk Bangunan Gedung kedutaan besar negafa asing dan

Bangunan Gedung diplomatik lainnya.

Pasal 106

(1) Bupati memeriksa dan menilai sy'arat-syarat' sebagaiman_a. dimaksud dalam
Pasal 105 serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan
sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.

(2) Bupati - menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan
sebagoaj .
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(3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tan ggal diterima permohonan IMB . |

(4)  Pemeriksaan dan’ penilaian permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang
memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang
dapat menimbulken dampak kepada masyarakat dan lingkungan paling lama
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.,

(5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan
menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.

(6) Bupati menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari .kefrja terhitung sejak
diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB oleh Bupati.

(7] Ketentuan mengenai IMB berlaku. pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan
lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai

7N

— . tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di 4masyarakat hukum adatnya.

P

1

Pasal 107 .

(1} Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan ~administrasi dan
persyaratan  teknis  bupati dapat meminta pemohon IMB untuk
menyenﬁpurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan. -

(2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang
diajukan oleh pemohon.

Pasal 108

(1) Bupati dapat menunda menerbitkan IMB apabila:

»

a. Bupati masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya
persyaratan bangunan serta pertimbangan | nilai lingkungan yang
‘direncanakan; ' ' '

b. Bupati sedang merenéanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci
kota. '

(2) Penundaan penerbitan IMB sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan

terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati dapat menolak permohonan IMB apabila Bangunan Gedung yang akan

dibangun:

a. Tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;

b. Penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Gedung tidak sesuai

dengan rencana kota;

Mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;
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d. Mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang
telé.h ada, dan

e.. Terdapat keberatan dari masyarakat.

Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat .(3j dilakukan

secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

' Pasal 109

Surat penolakan permohonan. IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah surat penolakan dikeluarkan Bupati. '
Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah renerima
surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
keberatan kepada Bupati.

Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban
tertulis terhadap keberatan pemohon. _

Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2)
pemohor dianggap menerima surat penolakan tersebut,

Jika bupam tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Bupatl harus
menerbitkan IMB,

Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila

Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 110

Bupati dapat mencabut IMB apabila:

a. Pekerjaan Bangunan Gedung vang sedang d1ke13akan terhenti selama 3
(tlga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dar: pemilik
bangunan, , .

b. IMB diberikan berdasarkan data. dan inforrmasi yaﬁg tidak benar.

o} Pelaksanaaq pembangunan rner\ylmpang dari dokumen rencana teknis

yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin.

Sebelum pencabutan IMB sebdgalmand dimaksud pada ayat (1) kepada
pemegang IMB diberikan peringatan secara. tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan diberikan kesempatan untuk

mengajukan tanggapannya.
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Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan
dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat
mencabﬁt IMB bersangkutan. -

Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam

bentuk surat keputusan Bupati yang memuat alasan pencabutannya.

Pasal 111

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini:
a. Memperbaiki Bangunan Gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas,
serta menggunakan jenis bahan semula antara lain:
1) ' Memplester;
. 2)  Memperbaiki retak bangunan;
3) .Memperbaiki daun pintu dan/atau daun Jjendela;
4)' Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m?2 ;
5) Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;
'6) Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas
7) . Mengubah bangunan sementafa. 4 |
b. Memperbaiki saluran air hujan dan seldkan daiam pekarangan'bangunan ;
c. Membuat bangunan yang sifatnya . sementara bagi lepentingan
pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang
dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum,;
d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tldd.k permanen) yang
tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya
pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum.

e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara wakty. .

Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dlpersyaratkan

ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 103.

Tata cara mengenai perizinan Bangundn Gedung diatur leblh lanjut dalam
Peraturan Bupati.

i

Paragraf 6 :
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis

Pasal 112

Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedla jasa

perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertlflka51 kompetensi di
bldangn ya sesuai dengan klasifikasinya.
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Penyedia jasa perencana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a. Perercana arsitektur;

b. Perencana stuktur;

¢. Perencana mekanikal;

d. Perencana elektrikal;

.e. Perencana pemipaan (plumber;

f. Perencana proteksi kebakafan;

g Perencana tata lingkungan.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis
Bangunan Gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang diatur dalar'n‘peraturan bupati. '

Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi:

a. penyusunan konsep perencaraan;

b. prarencans;

C. pengembangan rencana;

d. reﬁcana detail;

€. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
f.

pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
g. Ppengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan

h. - penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.

- Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana

teknis Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Paragraf 1
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 113

Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan
baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan
Gedung dan/atau instalasi dan /atau perlengkapan Bangunan Gedung.
Pelaksaﬁaan konstruksi Bangunan ‘Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan
Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana
teknis yang telah disahkan. |

Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah

memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan
lain oleh. Pemerintah Daerah. |

~
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(4) Dalam melaksanaKan pekerjaan pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti

semua ketentu an dan syarat-syarat pembangunan yang dltetapkan dalam IMB.

Pasal 114

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran:permohonan
pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan n"engenal

a. Nama dan Alamat;

b. Nomor IMB;

c. Lokasi Bangunan;

d. Pelaksana atau Penanggung jawab pembangunan

Pasal 115

.‘ (1) . Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai
dengan IMB. ’ _

Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa pembangunan Bangunan Gedung_baru, perbaikan, penambahan,
perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi

dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.
Pasal 116

(1) Kegiatan pelaksanaan konstrﬁ.ksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 terdiri atas kegiatan pemerlksaan dokum\,n pelaksanaan oleh
Pemerintah Daerah, keg1atan persiapan lapangan keglatan konstruksi,
kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan

— hasil dkh‘r pekerjaan.
Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi perneriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konbtrukm

dan semua pelaksanaan pekerjaan.

(3) I?ers1apun lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan

' program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan

(4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan
pembuatan laporan  kemajuan pekerjaan penyusunan gambar kerja
pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan masa
pemeliharaan konstruksi .

(5) Kegiatan pemeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemcrlksaan hasil

akhir pekerjaaan konstruks1 Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan

dokumen pelaksanaan yang berwujud Bangunan Gedung yang Laik Fungsi
dan dilengkapi dengan dokumen elaksan ' 3 31 k
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pekerjaan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan’
Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal

serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Pemilik Bangunan Gedun'g atau penyedia jasa/pengembang mengajukan
permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung kepada

Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

" Pasal 117

Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan
konstruksi. 4

Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung " meliputi 'pemeriksaan
kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan,

kenyamanan dan kem udahan, dan IMB,

Pasal 118

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berwenang:

a.

b.

Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi
se.telah. menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas. . '
Menggunakan acuan peraturan umum bahan Bangunan, rencana kerja syaraf—
syarat dan IMB.

Memerintahkan untuk menyingkirkan. bahgn bangunan dan bangunan yang
tidak memenuhi Syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan

umum.

Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi yang
berweﬁaﬁg. '

. Paragraf 3
Pemneriksaan Kelaikan Fungs_i Bangunan Gedung

Pasal 119

Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji
Teknis- setelah Bangunan- Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana
konstruksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat dilakukan Pengkaji

Teknis oleh pemilik /pengguna Bangunan Gedung atau penyedia jasa atau
'Pemerintah Daerah.,
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Pasal 120

Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang
merﬁiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam
ran gké pemeliharaan dan perawatan. |

Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan
pengelbla berbentuk badan-usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM yang
bersertifikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka penleli.ha:raan dan
parawatan Bangunan Gedung. .

Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri

secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.

N

Pasal 121

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung u_ntuk proses
peﬁerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung 111}ni,an rumah
tinggal tidak sederhana, Bangunan Geduﬁg lainnya atau Bangunan CGedung
Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemnen
konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses
penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa
pengawasan atau manajemen konstruksi yémg memilikii sertifikat dan tim
internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan
internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
fungsi khusus tersebut. . .
Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnnya dan Banglinarl Gedung

Tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian

- teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian.

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses
penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khuéus dilakukan oleh penyedia jasa
pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat
keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan
mempernatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud.

Hubung_an kerja antara pemilik/Pengguna Bangunan Gedung dan penyedia
jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis

konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak.
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Pasal 122

Peme}:ir{tah Daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggara.an
Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedurng
melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kela'ikan fungsi
Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal
tuniggal sederhana dan rumah deret dan PemeriksaanA,Berkala Bangunan
Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.

Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud. ada ayat (1)
tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat
menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi Barigdnan Gedung
untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian
rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.

Dalam hal penyedla jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia,
instansi teknis pembina Penyelenggara Bangunan Gedung dapat hekerja sama
dengan. asosiasi profesi d1 bidang Bangunan Gedung untuk melakukan

pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

A Pai‘agraf 4
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

. Pasal 123

1

Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasar permintaan
pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung yang telah
selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF Bangunan
Gedung yang telah pernah memperoleh SLF. '

SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
menglkutl prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.

SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan
fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal.Q. ,

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuajan data aktual dengan data dalam dokumen

tanah;

status hak atas

2) kesesualan data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen
. ' StdtUS kepemilikan Bangunan Gedung;

3) kepemilikan dokumen IMB.
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b. Pada proses peri:)anjangan SLF Bangunan Gedung;
1) kesesuaian data aktual dan/ jatau adanya perubahan dalarn dekumen
status kepemilikan Banguvlan Gedung,
2) kesesuaian data aktual (terakhir) dan /atau adanya perubahan dalam
dokumen status kepemilikan tanah; dan
3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perﬁbahan data

dalam dokumen IMB.

Persyaratan teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut: '

a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan
konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan
pemeliharaan/perawatan ‘Bangunan  Gedung, peralatan serta
perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja;

2} perigujian lapangan (on site) dan/afau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktﬁr,
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta ‘prasarana pada
Xomponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis

akurat sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan

Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan

Bangunan Gedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil

perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, -termasuk

perubahan fungsi, intensitas, arsitektrur dan dampak llngkunoan yang
' .dltlmbulkan

2) pengujlan lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur,
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada
struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan data

. teknis akurat termasuk perubahan fung81 peruntukan dan mten31tas

arsitelstur serta dampak lingkungan yang d1t1mbu1kannya
. dengan Pedoman Teknis dan

sesuai

tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung. |

Data hasil pemeriksaan sebagalrpana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam
daftar simak, dls1mpulkan dalam surat pernyataan pemenksaan kelaikan

fungsi Bangunan Gedung atau rPkomendaS1 pada pemeriksaan ‘pertama dan
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Paragraf 5
Pendataan Bangunan Gedung

!

Pasal 124

(1) Bupati wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib
administrasi pembangunan dan tertib administrasi Pemanfaatan Bangunan
Geduné.

(2) Peridataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.

(3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan
proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung.

(4) Bupatl wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebaga1 arsip
Pemerintah Daerah. _

(5) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah

Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.

Bagian Keempat
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

. - Paragraf 1
' Umum

Pasal 125

Keglatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan,

perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan 'pen_gawasan
pemanfaaLan

Pasal 126

(1) Pemanfatan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 125
merupakan keglatan memanfaatkan Banqunan Gedung sesuai dengan fungsi
yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF.

(2) Pemanfaatan se]aagaiﬁana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan' secara tertib
administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan
Gedung tanpa menimbulkan darhpak penting terhadap lingkungan.

(3) Pemilik © Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti
program pertanggungan terhadap"kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung

selama Pemanfaatan Bangunan Gedung.
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Paragraf 2
Pemeliharaan

"Pasal 127

Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, Apengujian, perbaikan dan/atau
penggantian bahan atau pPrlengkapan Bangunan Gedung dan/atau kegiatan
sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan
Bangunan Gedung.

Remilik  atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (_1) dan dapat menggunakan
penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikat. kompetensi
yang éesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan pérundang-
undangan. '

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaar: oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud
pada a'yat (2) harus menerapkan prinsip késelamatan dan kesehatan kerja
(K3).

Hasil kegiatan pemeliharaaan dituan gkan ke dalam laporan pemel‘iha'.raar‘l yang

digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF

Paragraf 3
Perawatan

Pasal 128

Kegiataﬁ perawétan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pésal
125 meliputi perbaikan dan/ atau penggantian bagian Banguﬁan Gedung,
komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan
- rencana teknis perawatan Bangunan Gedung.

Pemilik .atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia
jasa perawatan Bangurian Gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak
berdasarkan peraturan perundahg-un_dangan mengenai jasa konstruksi.
Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan Bangunan Gedung
dengan tingkat kerusakan sedang dan berﬁt dilakukan setelah dokumen
rencana teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui. oleh Pemerin;cah
Daerah.

Hasil kegiatan perawatan dltuangkan ke dalam laporan perawata.n yang akan

digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan
SLF.
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Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
(K3).

Paragraf 4 -

Pemeriksaan Berkala

Pasal 129

Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dirn_aksud, dalam Pasal
125 dilakukan untuk seluruh atau sebagiari Bangunan Gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasa;rana dalam réngka pemeliharaan
dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagaj bahan
untuk memperoleh perpanjangan SLEF. '

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan
Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau
peroranga”l yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.

ngkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) mel1put1

a. pemeriksaan dokumen' administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan
perawatan Bangunan Gedung; .
b. kegiatan pemeriksaan iondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan

persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung,
¢. kegiatan analisis dan evalua31 dan
d. kegiatan penyusunan laporan.
Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan
bangunan rumah tinggal sementara yang tidak Laik Fung31 SLF-nya

dibekukan

Paragraf 5
Perpanjangan SLF

~ Pasal 130

Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
diberlakukan untuk Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan masa
berlaku SLF-nya telah habis.

l\ieten'tu;m masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:

a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan

rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk
perpanjangan SLF); ‘
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b." untuk bangunan gedung hunian rumah finggal tunggal, dan'rumak_l deret
sampai déngan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun; o

C. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana,
bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu
ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahumn.

Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum

' berkhirnya masa berlaku SLF dengan memperhatlkan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah permhk/ pengguna/pengelola

Bangunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/ kelaikan fungsi Bangunan

Gedung berupa:

a. laporan Pemeriksaan Berkala, Alaporan pemeriksaan dan perawatan
Bangunan Gedung;

b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan

¢. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan ~fungsi Bangunan
Gedung atau rekomendasi.

Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/ pengguna/pengelola

Bangunan Gedung dengan dilampiri dokumen:

4. surat permohonan perpanjangan SLF;

b. surat pernyataan pemcrlksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau

: 1ekomenda31 hasil pemerlksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang

dltandatanganl di atas meterai yang cukup; |

¢ as buzlt drawings, |

d. fotokop1 IMB Bangunan Gedung atau perubahannya;

e. fotokopi dokumen status hak atas tanah,;

f. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung,

. .Pkomendam dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bldang fungsi
khusus; dan '

h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.
Pemerintah Daerah -menerbitkan SLF paling lama 30 (tlga puluh) hari setelah
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

SLF disampaikan kepada pemohon selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF. '

Pasal 131

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
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Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 132

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF;
b. adanya laporan dari masyarakat, dan

c. adanya ' indikasi perubahan - fungsi dan/atau Bangunan Gedung yang
membahayakan lingkungan

Paragraf 7
Pelestarian

Pasal 133

(1) Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan,

perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan

kaidah pelestarian.

()

(2) Pelestarian Bangunan G-eduﬁg sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
cilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung

dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan ‘Gedung yang Dllestankan

Pasal 134

(1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan
cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumur palmg
sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya

L., S0 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu
I pengetahuan, dan kebudayaan termasul_{ ‘nilai arsitektur dan teknologinya,
serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

{2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menguéulkan Bangunan
Gedung dan lingkungannya yang mémenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunah cagar budaya yang
dilind ungi dan dilestarikan ini terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah
tepamya kawasan cagar budaya yang herada di Kecamatan Barus, adapun

t . bentuk cagar budaya beserta lokasmya yaitu sebagai berlkut
- Makam Papan Tinggi di Desa Pananggahan Kecamatan Barus Utara
- Makam Mahligai Desa Aek Dakka Kecamatan Barus _
- Makam Tuan Syeh Makdum di Desa Bukit Patupangan di Kecamatan Barus
- Makam Tuan Ibrahim Syah di Desa Bukit Patupangan di Kecamatan Barus

- Makam Tuan Ambar di Desa Pananggahan Kecamatan Barus Utara
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Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebelum diusulkan penetapannya harus telah :mendapat pertimbangan dari tim

ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapat masyarakat dan

harus mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung.

Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Bangunan

Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakL’xkén sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:

a. klas1f1ka31 utama yaitu Bangunan Gedung dan hngkungannya yang bentuk
tlslknya sama sekali tidak boleh diubah; .

b. klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk
fisiknya dan eksteriorﬁya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata
ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengﬁ;angi nilai

perlindungan dan pelestariannya;

_()

klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang
bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai
perlindungan dan peleotanannya serta tidak menghllangkan bagian utama
‘Bangunan. Gedung tersebut.

Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan
lingkungannya yang diliﬁdungi dan dilestarikan serta keberadaan Bangunan
Gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pacia ayat (4).
Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi
dan dilestarikan sebagaimana dimaksud' pada ayat (5) disampaikan secara

tertulis kepada pemilik.

Paragraf @
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 135

Bangunan Gedung yang ditetapkan, sebélgai bangunan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayaf (2) dapat dimanfaatkan oleh
pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan
Klasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. ' |
Bahgunan Gedung cagar budaya sébagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan dengan mengtkutl ketentuan dalam klasifikasi
tingkat perlindungan dan pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya.
Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada éyat (1) tidak
dapat dijual atau dlpmdahtangankan kepada plhak lain tanpa -seizin

Pemerintah Daerah.
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Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungi Bangﬁnan Gedung
dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam
keberadaannya, sesuai dengan klasifikasinya. | '
Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya se‘bagaimana dimaksud dalam ayat
(4) berhak memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.

Besam};a insentif untuk melindungi Bangunan Gedung 'sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati berdasarkan kebutuhan
nyata. |

Pasal 136

Pemugaran, pemeliharaan, perawatan pemerlksaan secara berkaia Banguncm
Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan oleh
Pemerintah Daerah atas beban APBD.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pa.cia ayat (1) dilakukan sesuai dengan

rencana teknis pelestarian dengan merapertimbangkan keaslian bentuk, tata

- letal:, sistem .struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang

dll\andungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan .Gedung dan

ketentuan klasifikasinya.

_ Bagian Kelima
- Pembongkaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 137

Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran
dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukan dengan
mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi. i

Pembongkaran Bangunan Gedung Sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) harus
dﬂaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan

asyarakat dan linglzungannya.

P.embongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai ‘ dengan ketetapan perintah pembongkaran atau . persstujuan

pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah.




1)

o (3)
s
(4)
(5)
. ©

73 ‘ 186

Paragraf 2 4
Penetapan Pembkongkaran

Pasal 138

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi Banginan. Gedung

yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan

. dan/atau laporan dari masyarakat.

Bangunan Gedung yang dapat d1bongkar sebagaimana dimaksud padd ayat (1)
meliputi:
a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi
pengguna, masyarakat, dan 1ingkungaﬁnya;
c. Bangunan Gedung yang tidak memmiliki IMB; dan/atau
d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
Pemerintah Daerahh menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung yang akan
ditetapkan untuk dibongkar.
Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung wajib melakukan pengkajian
teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan keteﬁtuan sebé.gaiména
dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung
tersel?ut untuk dibongkar dengan suraﬁ penetapan pembongkaran atau surat
;;esetujuan pembongkaran dari bupati, yang memuat batas waktu dan
prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi. A
Dalam  hal - pemilik/pengguna/ pengelola Bangunan Gedung tidak
melaksanakan perintah pembongkaran sebdgalmana dlmaksud pada ayat (5),
pembongkaran akan d11ak1,.kan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya
pemilik/ pengguna, ‘'pengelola  Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik
bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biava pembongkarann ya menjadi

beban Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Teknis Pembongkaran

" Pasal 139 -

- Pemiborigkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan

dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus
dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusur oleh
penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang
sesuai.
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Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetujui oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimt_)angan dari TABG.
Dalam hal pelaksanaan pembéngkarzin berdampak luas terhadap keselamatan
u‘mum: dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan
Ged ung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.

Pelaksanaan pembongkaran menglkutl pnnsip-prinéip keselamatan dan
kesehatan kerja (K3). |

* Paragraf 4
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 140

Peﬁ1bongkaran Bangunah Gedung dapat dilakukan oleh pemilik,.dan/atau
Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa pémbongkaran
Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

Pembonglaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat
dan/atau  bahan peledak harus dilaksanakan oleh periyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung yang rhempunyai sertifikat keahlian yang
sesuai. - ‘ |

Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan
pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam burat perintah
pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah

Dderah atas beban biaya pemilik dan/atau Pe ngguna Bangunan Gedung.
Paragraf 5
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
Pasal 141

Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan cleh
penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dllakukan berdasarkan rencana tekms yang telah memperoleh

persetujuan dari Pemerintah Daerah. A

Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimaha dimaksud
pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pemerin_t_ah Daerah melakukan pemantauan 'ata.s pelaksanaan kesesuaian

laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.
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Bagian Keenam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana

Paragraf 1
Penanggulangan Darurat

. ' Pasal 142

Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencar:a alam yang
menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hun1an atau tempat
beraktivitas. '
Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud rada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah, Pemefintah Daerah dan /atau kelompok masyafakat. |
Penanggulangan darurat eragaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang mengancam
keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya.

Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dltetapkan oleh
pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:

a. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional;

b. Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi;

c. Bupati untuk bencana alam skala kabupaten.

Di-dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.

' Paragraf 2
Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan

Pasal 143

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan
darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara.
Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat
tinggal sementara selama korban bencana- mengungsi berupa tempat
penampungan massal, penampungan keluarga atau individual.

Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.
Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dalam peraturan bupati berdasarkan persyaratan tekms sesuai
dengan lokas1 bencananya,
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Bagian Ketujuh
Rehabilitasi Pascabencana

Pasal 144

Bangunan Gedung yarig rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar
sesual dengan tingkat kerusakannya. | -, '

Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki,
dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang dltetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal
pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.

. Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yang rusak disesuaikan

dengan karakteristik bencaha yang mungkin terjadi di masa yang akan datang

dan dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat

istiadat, budaya dan ekoriomi.

Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan

teknis oleh instansi/lembaga terkait.

Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana diatur

lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Dalam melaksanakan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sebagaimang

dlmaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada

Pemilik Bangunan Gedung yang akan direhabilitasi berupa:

a Peﬁ.gurangan atau pembébasan biaya IMB, atau

b. Pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau

c. Pemberldn bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi Bangunan
Gedung, atau

d. Pemberian kemudahan kepaaa permohonan SLF;

.

€. Bantuan lainnya. .

Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung hunlan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] bupati dapat menyerahkan kewenangan
penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah
Rehabilitasi rumah hunian sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dllaksanakan

melalui proses Peran Masyarakat di lokasi bencana dengan dlfa8111ta81 oleh
Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah.
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(11) Tata céra penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap
rehabilitasi  pascabencana, - dilakukan dengan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105. '

(12) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap
rehabilitasi  pascabencan#, dilakukan dengan mengikuti ketgntuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123. -

Pasal 145

Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan
rehabilitasi ‘dengan menggunakan - konstruksi Bangunan Gedung 'yang sesuai

dengan karakteristik bencana.

- BABV
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

Bagian Kesatu
Pembentukan TABG

Pasal 146

(1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati. _
(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh

bupati selambat-lambatrya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini

din yatakan berlaku.

Pasal 147

(1) Su‘suna.n keanggotaan TABG terdiri dari:

a. Pengarah

b. Ketua

c. Wakil Ketua
d. Sekre;taris

e. Anggota

(2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari UNsur-unsur:
a. asosiasi profesi;

b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk: masyarakat
‘adat; '
C. perguruan tinggi;
d. instansi Pemerintah Daerah.
(3) Keterwékilan unsur-unsur aq031a81 profes1 perguruan tinggi, dan masyarakat

ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur-
unsur instansi Pemerintah Daerah.

(4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.
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Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.

Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi

dan 'm‘asyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam basis

data daftar anggota TABG.
_ Bagian Kedua
‘Tugas dan Fungsi
Pasal 148

TABG mempunyai tugas: _

a. Memberikan Pertirnbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan
pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis ‘Bangunan
Gedung untuk kepentingari umum.

b. Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi instansi yang terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hl{ruf a,

TABG mempunyai fungsi: '

a. Pengkajian dokumen rencana teknis yaﬁg telah disetujui oleh instansi yang
berwenang;

b. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang
persyaratan tata bangunan. ‘

C. Pengkayan dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang
persyaratan keandalan Bangunan Gedung

Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAB(‘ dapat

membantu:

a. Pembuatan acuan dan penilaian;

b. Penyelesaian masalah;

¢. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

Pasal 149

. Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.

Masd kerja TABG dapat diperpanjang bebanyak-banyaknya 2 (dua) kah masa
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pembiayaan TABG
Pasal 150

Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG d1bebankan pada
APBD Pemerintah Daerah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

9 Biava nemnoelnlosm el g
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b. Biaya operasional TABG yang terdiri dari:
1) Biaya sekretariat;
2)' Persidangan;
3) Honorarium dan tunjangan;
4) Biaya perjalanan dinas.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada; ayat (2) dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan. "
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Paragraf 1
Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 151

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri atas:

a. pemantauan dan penjagaan ketertiban pény_elenggaraan Bangunan Gedung;

b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan
Gedung; -

¢. penyampaian pendapat dan’ pertimbangan kepada instansi yang berwenang
terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan;

d. pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mtngganggu

merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Pasal 152

(1) Obyek permantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a meliputi kegiatan
pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian  termasuk
perawatan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang
dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan
Gedung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rﬁeme’nuhi
persyaratan:

a. dilakukan secara objektif;

b. dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
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¢. ailakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada pemiiik /Pengguna
Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan;

d. dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik/Pengguna
Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan

pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:

a. Bangunan Gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi;

b. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian
dan'/ataupembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan

bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya;

1%

Banguran Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau
pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya tertentu bagi
pengguna dan/atau masyarakat dan lingkgngannya. |

d. Barigunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan ‘dan

lokasi Bangunan Gedung.

Hasil pantauan sebagaimana dimaksud- pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis
kepada-Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG.

Pemeritah  daerah  wajib menanggapi dan menindaklanjuti | laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan
evaluas_i‘ secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan

dan melakukan tindakan yang. diperlukan serta menyampaikan hasilnya

kepada: pelapor.

Pasal 153

Penjagean ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana

dimakSud dalam Pasal 151 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:

a:. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat
mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;

b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang
~dapat menggangu penye]engqaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada aj yat (1) masyarakat dapat

melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada:

a. Pemerintah Daerah melalui - instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, serta

b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan Gedung.

Pemeritah  daerah wajib  menanggapi dan menmdaklanjﬁti laporan

sebagcumana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penehtlan dan

evaliias] cecara adrtmtatemm it Ao o,
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dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya

kepada pelapor.

Pasal 154

Obyek pemberian masukar; atas penyelenggaraan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasél 151 huruf b meliputi masukan terhadap
penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar
Te.knis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pernerintah Daerzh.
Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da;;at dilakukan
dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:

a. perorangan;

b. kelompok masyarakat;

c. organisasi kemasyarakaran;

d. masyarakat ahli; atau

€. masyarakat hukum adat.

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalamn  menyusun - dan/atau
menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang

5]

>angunan Gedung.

Pasal 155

Penyampaian pendapat dan pertimbéngén kepada instansi yang berwenang
terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan
penyclénggaraan Bangunan Gedung yang ,vmenimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan
bertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
Penyampaian pendapat dan pertimbangan sé.bagaimana dimaksu'd pada ayat
(1) dapat dilakukan oleh: | | |

a. perorangan; |

b. ke]ohﬂpok masyarakat;

C. organisasi kemasyarakatan;

d. Imasyllarakat' ahli, atau

€. masyarakat hukum adat.

Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya

. berdiri- Bangunan Gedung Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan

Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat
disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat

masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kect11ali 11411l T man on e e
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Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan
Pemermtah Daerah.
Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan
dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
Paragraf 2 _
Forum Dengar Pendapat

Paszal 156

Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan
pertlmbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan
Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menlmbulkan dampak ,
antmg terhadap lingkungan.
Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan
kegiatan yaitu: |
a. penyusunan kongep RTBL atau ‘rencana kegiatan penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang memmbulkan dampak penting bagi lis 1gkungan
b. penyebarluasan konsep atau rencana sebagalmana dimaksud pada huruf a
kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentiﬁgan dengan
RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting
bagi Imgkungan |
C. mengundang masyarakat sebagz—iimana dimaksud pada huruf b untuk
- menghadiri forum dengar pendapat.
Mdsyarakat yang dlundang sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf
adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis

Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang

- akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.

Hasil dengar pendapat sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
dokumen risalah rapat yang ditandatangar-li‘ oleh penyelenggara dan wakil dari
peserta yang diundang.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan
yang mensnkat dan harus dllaksanakan oleh Pgnyelenggara Bangunan Ged ung. |
Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagalmana dlma&bud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Gugatan Perwakilan
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Pasal 157

(1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 151 hurufd dapat diajukan ke pengadilan
apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkan dampak
yang mengganggu atau merugikan masyardkat dan lingkungannya yang tidak
diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan

(2) Gugatan Perwakllan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dapat dilakukan
oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau or ganisasi kermhasyarakatan
yang bertindak sebagai wakil para plhak yang dirugikan akibat dari
penyelenggaraan Bangunan Gedung - yang mengganggu, meruglkan atau
membahayakan kepentmgan umum, _

(3) Gu gatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlsampalkan kepada
pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan.

(4) Biaya yang t1mbgl akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana

' dimaksﬁd pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.
(5) Dalam - hal tertentu Pemermtah Daerah dapat membantu pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di
" dalam APBD.

]

Paragrat 4
. Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan

_Pasal 158

Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunan Gedung dapat

dilakukan dalam bentuk:

a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Qedung
yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan /atau-RTBL;

b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan
Bangunan Gedung;

C. pemberian measukan kepada Pemerintah Daerah * untuk melaksanakan
pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan

Bangunan Gedung.

Paragraf 5
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 159

Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat
dilakukan dalam bentuk:

a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;
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b. memegah perbuatan perseorangdn atau kelornpok yang dapat mengurangi
tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan lingkungan;

¢. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada ‘pihak yang
berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis
pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas

kerugian yang - diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan Bangunan

Gedung.

Paragraf 6
Bentuk Peran Masyarakat dalain Pemanfaatan Bangunan Gedung

'Pasal 160

_ Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat dllakukan dalam

bentuk:

- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan Pernanfaatan Bangunan Gedung;

b. mencegah perbuatan perorangan atau kelornpok yang dapat mengganggu
Pemanfaatan Bangunan Gedung;

c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada plhak yang
berkepentingan atas penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung;

d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis Pemanfaatan
Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umuimn;

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggard Bangunan Gedung atas

l\eruglan yang diderita maeyamkat akibat dari penyimpangan Pemanfaatan
Banaunan Gedung

Paragraf 7
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung

Pasal 161

Peran Masyarakat dalam pelestarlan Bangunan Gedung dapat dllakukan dalam

bentuk: _

a. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan
Ged ung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak terpelihara; yang dapat
mengancam keselamatan masyarakat, dan yang memerlukan pemeliharaan;

b. membcrxkan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan

Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung bersejarah yang kurang terpelihara
dan terancam kelestariannya;
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C. memberlkan informasi kepaca instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan
Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpehham dan
mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya; .

d. melakukarn gugatan ganti rugi kepada Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian
yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan

Bangunan Gedung.

Paragraf 8
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 162

Peran Masyarakat dalam pembongkaran Barigunan Gedung dapat dilakukan dalam

bentuk: _

a. mengajukar keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana
pembongkaran Bangunan Gedu ng yang masuk dalam kategori cagar budaya;

. b. mengaj ukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan

| Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau
kesehatan masyarakat dan lingkungannya; '

¢. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau-Pemilik
Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya
akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkar.an Bangunan Gedung;

d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan Ged ung.

Paragraf 9
Tindak Lanjut

Pasal 163

Instansi yang berwenang wajib menanggapi keiﬁhan masya.rakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasa.l 162 dengan
melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara administratif
untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait.

BAB VII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 164

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan

Gedung melalui keglatan pengaturan pemberdayaan, dan pengawasan.
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar
penyelénggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung ‘tertib dari tercapai
keandalan Bangunan Gedung yang . sesuai dengan 'fung,sinya, serta
terwujudnya kepastian hukum.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(1) ditujukan kepada

Penyelenggara Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
- Pengaturan

Pasal 165

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dituangkan ke
dalam peraturan daerah atau peraturan bupati sebagaJ kebljakan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung o
Kebijjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam
Pedoman Teknis, Standar = Teknis Bangunan Gedung dan tata cara
operasionalisasinya. '

Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1) harus
mempeltlmbangkad RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta
dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang pe nyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 166

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan ' Gedung dengan
penyadaran akan hek dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan
Bangunan Gedung terutama di daerah rawan bencana.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pendataan,  sosialisasi, penyebarluasan ' dan pelatihan  di bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung. '
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Pasal 167

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan

teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait

dengan 'Bangunan Gedung melalui:

a. forum déngar pendapat dengan rmasyarakat;

b. pehdémpingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentulk
kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis
pendamping; ’ | | '

C. pemberian baﬁtlian percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola
masyarakat secara bergulir; dan/atau

d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk

penyiapém RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar perrnukiman.

Pasal 168

Beﬁtuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati. .

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 169

(1) Pernerintah Daerah melakukan pebngawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah’ inj melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan
dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung.

(2} Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

- penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibgtkan

Peran Masyarakat:

a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedu\ng;

c. dengan mengembangkan sistem pemberian- penghargaan berupa tanda jasa
dan /atau insentif untuk merningkatkan Peran Masyarakat. |

»

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penyidikan

Paragraf 1
Umum
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Pasal 170

Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu
pe‘ristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyglenggaraan
barigunan gedung berdasarkan laporan kejadian. ’

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung melakukan kegiatan penyidikan

setelah memperoleh surat perintah tugas dari pimpinan..

- Tahapan kegiatan penyidikan sebagaimena dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

i

-a. Persiapan Penyidikan;

b. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

¢. Pengumpulan Bahan Bukti dan Keterangan;

d. Gelar Perkara Pertama;

¢. Penghentian Penyidikan;

f.  Pemanggilan Tersangka atau Saksi;

g Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Barang Bukti;
h. Penangkapan;

. Penahanan;

J. Penggeledahan;

k. Penyitaan;

Gelar Perkara Kedua;
Pemberkasan; serta

.B!—‘

n. Penyerahan Berkas Perkara.

‘Paragraf 2
. o Persiapan Penyidikan

Pasal 171

Persiapan penyidikan dilakukan sebelum pelaksanakan penyidikan tindak
pidana penyelenggaraan bangunan gedung untuk mempersmpkdn personil,
teknis, admlmqtra'ﬂ perlengxapan /akomodasi dan laporan.

Persiapan persoml sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. FPNS yang akan ditugaskan;

b. Kepolisian setempat; _

c. Unéur Tim Pembina/pengendalian Operasi PPNS; serta

d. Unsur Staf dari Dinas /Instansi sebagai penunjang.

Persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Wilayah/Lokasi Operasi;

b. ‘Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh Tim pembina PPNS;

c. Pelaksanaan Operasi;

d. Sasaran operas{;

e. Target Ovperasi dan Titik Operasi;
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f. Beﬁtuk Pelaksanaan Operasi;

g Waktu pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara,
dan /atau persidangan. |

Persiapan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat ( 1),

meliputi:

a. Surat Perintah Tugas Penyidikan; '

b. Bentuk/model formulir yang akan dipergunakan dalam pemberkasan
perkara untuk pelaporan pérkara;

c. Buku Register yang terdiri atas:

i.  Buku register laporan kejadian,;
i Buku register surat pemberitahuan dimulainya penyidikan .
ili. Buku register surat panggilan; ’
iv. .Buku register surat perintah (penangkapan, penggeledahan, penyitaan
. dan perintah tugas);
v.  Buku register barang bukti;
vi. Buku register berkas pérkara; dan
vii. administrasi pendukung lainnya. _

Persiapan  perlengkapan/ akomodasi  pendukung operasi Sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kendaraan/ trénsportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya;

b. alat dokumentasi, alat perekaman, alat penyi'mpanan, alat komunikasi, dan

¢. perléengkapan lain yang dibutuhkan. |

Persiapan pembuatan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud p:exda ayat (1),

meliputi: ‘ .

a. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi; dan

b. Kegiatan laporan dém evaluasi dilakukan baik oleh PPNS yang

bersangkutan dengan tembusan Kepada kepolisian setempat, maupun oleh
Tim Pembina PPNS.

_ faragraf 3
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 172

Dalam 'hal penyidikan suatu . peristiwa yang merupakan tindak pidana
penyelenggaraan bangunan gedung akan dimulai, maka PPNS Penyelenggaraan

Bangunan Gedung wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada
pejabat Penyidik Polri. |
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Pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan Surat Pemberita‘huan Dimulainya Penyidikan yang dilampiri
dengan laporan kejadian dan Berita Acara tindakan yang telak dilakukan.

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan oleh
Penyldﬂf Polri kepada Penuntut Umum dengan melampirkan pemberitahuan

dlmulamya penyidikan dari PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Paragraf 4
Pengumpulan Bahan Bukti dan Keterangan

Pasal 173

Pemfumpulan bahan bukti dan keterangan dapat diperoleh dari laporan,

pengaduan, hasﬂ pemcmksaan penyelenggaraan bangunan gedung, dan hasil

audit. _

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat menggunakan kewenangan

pemeriksaan, pengawasan dan pengamatan untuk menemukan tiﬁdak pidana.

Dalam hal tertentu PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat memirnita

bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan, dimana hasil

penyelidikan dituangkan daldm bentuk laporan untuk : '

a. keperluan menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak
pidana; serta

b. | memperoleh keJelaban dalam’ rangka melengkapi keterangan -keterangan

guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukar

pemeriksaan.

Paragraf 5
Gelar Perkara Pertama

Pasal 174

Gelar perkara adalah kegiatan membeberkan/menguraikan suatu perkara
secara detail untuk memperdalam perkara serta untuk menentukan apakah
kasus tersebut dapat ditindak lanjuti atau dihentikan proses penyidikannya.

Pelaksanaan gelar perkara dlaksanakan dengan mengundang instansi terkait

dan disesuaikan dengan keperluan dalam kegiatan penyidikan.

Paragraf &
Penghentian Penyidikan
Pasal 175’

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara

yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut
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bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum sésuai dengan
Pasal 109 ayalt (2), (3), KUHAP Tahun 1981.

Penghentian pényidik.an dinyatakan dalam surat ketefapan yang
ditandatangani oleh atasan PPNS Penyelenggaraah Bangunan Gedung selaku
penyidik atau ditandatangani PPNS Penyelengg garaan Bangunan Gedung dan
diketahui oleh atasan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung apabila
atasan.FPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan bukan
seorang penyidik.

Pen.etaﬁan penghentian penyidikan oleh PPNS Penyelenggaraah :Bangundn
Gedung disampaikan kepada tersangka, keluarganya, penasehat hukumnya
serta Penuntut Umum dan Penyidik Polri. -

oebelum melaksanakan penghentian penyidikan, PPNS Penyelenggaraan

Bangunan Gedung perlu meminta pertimbangan kepada Peny1d1k polr1

" Hal-hal lain menyangkut teknis penghentian penyidikan yang belum diatur

dalam Peraturan Daerah ini, agar berpedoman pada Juklak yang dikeluarkan

oleh Kapolri.

Paragraf 7
Pemanggilan Tersangka atau Saksi

Pasal 176

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung daiam hal melakukan pemangggilan

terhadap tersangka, dan saksi dapat dilakukan dengan mekanisme sesuaj dengan
Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP Tahun 1981 sebagai berikut :

a.

surat panggilan d1sampa1kan oleh PPNS Penyelenggaraan Bdngunan Gedung
langsung kepada tersangka atau saksi yang dipanggil di tempat
tinggal / kediaman /dimana yang bersangkutan berada;

dalam hal seseorang yang dip"anggi] tidak berada di tempat, sufat panggilan
tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau Ketua RT/RW/Lurah
atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan
dlsampalkan kepada yang bersangkutan, sedangkan lembar lain .surat
panggilan supaya dibawa kembah oleh PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung yang bersangkutan setelah ditandatangani (atau Cap Jcmpol) oleh
orang yang menerima surat panggilan;

dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar, dan
setelah dilakukan dua kali pemanggllan maka dapat dilakukan penangkapan

dan penahanan oleh PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam

koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, selanjutnya tindakan penyidikan

terhadap tersangka atau saksi dilaksanakan oleh PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung;
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d. dalam hal yang dipanggil‘ berdomisili di luar daeralh hukum PPNS
Penye]énggaraan 'Bangunan’ Gedung, - pemanggilan dan pemeriksaan
diserabkan kepada Penyidik Polri setempat disertai laporan dan atau data-data
yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

e. - pemanggilan dapat dilakukan melalui instansi dimana yang bersangkutan
bekerja serta ditembuskan Le atasannya,;

f. surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya
3 (tiéa) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan:

g. surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan regristrasi instansi PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan;

h.  untuk pemanggllan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar
negeri, PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu memintakan bantuan

kepada Penyidik Polri.

Paragraf 8
Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 177

PPNS  Penyelenggaraan Bangunan 'G-edung berwenang untuk rhelakukan

pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti sesuai pasal 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121 KUHAP Tahun 1981, dengan ketentuan sebagai

berikut: ’ : . _

a. pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan keteré.ngan, kejelasan dan
identitas tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang
unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga keduaukan atau
peranan seseorang maupun barang bukti didalam ﬁndak pidana tersebut
menjadi jelas;

b. peme'riklsaan tersangka dan atau saksi dilakukan oleh PPNS Penyélenggaraan
Bangunan Gedung yang bersangkutan dalam’ pengertian t1dak boleh
d111mpahkan kepada petugas lain;

c. dalam hal PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung telah mulai melakukan
pemeriksaan sebagai awal dimulainya penyldlkan tindak pldana
pemberitahuan hal tersebut kepada Penuntut Umum dilakukan melalui
Penyldlk Polri; o

d.  dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti dilakukan secara ilmiah atau
melalui bantuan laboratorium atau ahli-ahlj lainnya;

€. pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara wawancara, interogasi, konfrontasi
atau rekonstruksi;
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f. sebelum dimulainya pemeriksaan, wajib diberitahukan hak tersangka untuk
mendapat bantuan hukum, dimana penasehat hukum dapét mengikuti
jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengarkan pemeriksaan;

g. dalam fﬁelakukan pemeriksaan tersangka dan atau saksi dan atau tindakan-
tindakan lain dalam rangka pemeriksaan tersebut, harus dituangkan dalam
Berita Acara yéng memenuhi persyaratan formal dan material;

h. dalam hal tersangka tidak bersedia menandétangani Berita Acara
Pemeriksaan, hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan

disertai alasan penolakannya.

: Paragraf 9
Penangkapan
Pasal 178
C« PPNS  Penyelenggaraan Bangunan Gedung berwenang untuk —melakukan
penangkapan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 16, 17, 18, 19 KUHAP Tahun

1981 sebagai berikut:

a. PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam hal melakukan penangkapan
pelaksanaannya dilakukan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;

b. dalam melakukan penangkapan, PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung
harus memperlihatkan surat tugas serta meruberikan kepada tersangka surat
perintah penangkapan;

¢. tembusan surat perintah penangkapan d1bPr1kan kepada keluarga setelah
penangkapan;

d. penangl«;apan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;

.. e. dalam hal penangkapan telah dilaksanakan dan terjadi tuntutan praperadilan
terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebut, maka tanggung.jawabnya
diberikan kepada Penyidik Polri dan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Paragraf 10
Penahanan

Pasal 179

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung berwenang untuk melakukan penahanan

dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), 21, 22, 23 dan 24 KUHAP

Tahun 1981 sebagai berikut:

a. PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai kewenangan untuk
melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;

b. perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka

yang diduga Leras melakukan tindak pldana berdasarkan bukti yang cukup
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dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atauy menghilangkan barang
bukti atau mengulangi tindak pidana;

dalam -melakukan penahanan, PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung
iaarus menunjukkan surat tugasnya serta memberikan kepada tersangka sur,af
perintah penahanan;

di dalam surat perintah penahanan dicantumkan identitas tersangka dan
menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang
disangkakan serta tempat ia ditahan; |

tembuéan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluai‘ganya;
tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik Polri;

dalam ‘hal penahaﬁan telah dilaksanakan dan terjadi tuntutan praperadilan
terhadap sah atau tidaknya penahanan tersebut, maka tanggung jawabnya

diberikan kepada Penyidik Polri dan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Paragraf 11
Penggeledahan

Pasal 180

PPNS Pehyelenggaraan Bang'unan Gedung berwenang untuk melakulkan

penggeledahan dengan mekanisme sesuai dengan pasal 32,33,34,35,36,37, 125,
126, 127 KUHAP Tahun 1981 sebagai berikut:

a.

" penggeledahan  oleh PPN’S Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus

didasarkan atas ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
yang permohonannya dibuat oleh PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gédung
dengan tembusan kepada Penyidik Polri; ,

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penggeledahan dapat
dilakukan secara terbatas dan wajib segera melaporkan Kepada Ketua
Pengadilen Negeri setempat guna meméproleh persetujuaanya;

surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung selaku Penyidik atau ditandatangani oleh
PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan dan diketahuyj
oleh atasan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung apabila atasannya
bukan seorang Penyidik.

untuk kepentingan koordinasj dan pengawasan secara teknis, dalam
pelaksanaan penggeledahan tersebut perlu didamping Penyidik Polri;

Sasaran penggeledahan dapat berupa rumah dan tempat-temnpat- tertutup
lainnya; '

bila p'en.ghuni tidak menyetujui, dalam pelaksanaan penggeledahan harus
disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama-sama 2 (dua) orang
saksi dari lingkungan yang bersangkutan:
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g. dalam melaksanai{an penggeledahan di luar daerah kewenangan hukum PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, kecuali didasarkan atas ijin Ketua
Pengadilan Negeri dan Surat Perintah atasan PPNS Penyelenggaragn Bangunan
Gedung ke daerah hukum, harus diketahui oleh Ketua Pengadilann Negeri dan
didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan
dilakukan;

h. dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilakukan penggeledéhan, PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus sudah membuat Berita Acara
Penggeledahan, dan tembusannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni

rumah atau tempat yang bersangkutan. |

: . . Paragraf 12
. Penyitaan

— Pasal 181
C |

PPNS Penyeleniggaraan Bangunan Gedung berwenang untuk melakukan pellyifaan :
dengan mekanisme sesuaj dengan pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ayat 1
huruf a, 128, 129, 130 KUHAP Tahun 1981. éebagai berikut; _

a. penyitaan dapat dilakukan setelah ada jjin ddri Ketua Pengadilan Negeri
setempat yang permohonannya dibuat dan disampaikan langsung oleh PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Penyidik Polri;

b. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyltaan dapat dilakukan
atas benda yang bergerak dan Wa_]lb segera melaporkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat guna memeproleh persetujuaanya;

TN

- C.  pelaksanaan penyitaan didasarkan atas surat perintah yang ditandatangani

oy

atasan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung selaku penyldlk atau
dltanddtangam PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan
dan dikétahui atasan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung apabila atasan
PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gredung bukan seorang penyidik;

d.  pelaksanaan penyitaan yang dilakukan PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung perlu didampingi Penyidik FPolri guna lkepentingan koordmam dan
pengawasan  secara teknis. Sebelum‘ melakukan penyitaan, - PPNS
Penyeleng araan Bangunan Gedung terleblh dahulu memperhhatkan tanda
pengenainya; ,

€. dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung, yang dapaf dikenakan
penyitaan antara lain bahan; barang dan dokumen yang mempunyai
hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; -

dalam hal penyitaan di luar wilayah hukum PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, maka selain ijin 1 u
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di atas, pelaksanaannya harus diketahui Ketua Pengadilan Negeri dan
d1damp1ng1 oleh penyldlk yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Kerjdnya di
1 _ wila yah hukum tempat penyitaan dilakukan;

g  PPNS ' Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus nriemberikan tanda
penerimaan atas benda-benda yang disita kepada tersangka, dan terhadap
benda.yang disita harus dicatat dan diberi tanda,;

h.  Berita Acara Penyitaan harus dibuat bagi setiap tindakan penyitaan dan harus
ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan perlyitaan
tersebut; '

i.  dalam hal orang/keluarga/jawatan/badan dari siapa benda tersebut disita
menolak untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan agar dicatat di dalam

| Berita Acara dan disebutkan alasan penolakannya.

Paragraf 13
- Gelar Perkara Kedua

Pasal 182‘

Gelar perkara kedua adalah kegiatan membeberkan/menguraikan suatu perkara
secara detail untuk memperdalam perkara serta untuk menentukan apakah kasus
tersebut dapat ditindak lanjuti dengan pemberkasan dan penyerahan berkas

pe rkara ke Jaksa Penuntut Urnura.

Paragraf 14

Pemberkasan
Pasal 183 .
’ }
(1) Pemberkasan merupakan Kkegiatan untuk memberkas/menyuoun berkas
(jl perkara dengan susunan dan syarat—syardt pengikatan serta penyegelan

tertentuy.

(2) Susunan isi berkas secara garis besar meliputi urutan- urutan sebagai berikut
a. Sampul Berkas Perkara;

b. Dalftar Isi Berkas Perkara;

C. Resume;

d. Laporan Kejadian; ,

e.- Berifa Acara Pemeriksaan TKP;

f.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyldlkan
8. Berita Acara-Berita Acara;

h. Sul.at Perintah-Surat Permtah;.

— -

Surat [jin-Surat Jjiin (ahli dl1);

J-

k. Dokumen-dokumen bukti;

Keterangan-keterangan (ahli d1;
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I Daftar-daftar (tersangka, saksi, harang bukti;

m. Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Paragraf 15
Penyerahan Berkas Perkara

Pasal 184

Penyerahan berkas perkara merupakan‘kegiatan pengiriman berkas perkara berikut

penyerahan tanggﬁng jawab afas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa

Penuntut Umum (JPU), dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 110 ayat

(1), (2), (3). (4) KUHAP Tahun 1981 sebagai berikut: ,

a. Penyerahan berkas perkara disampaikan kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Polri dengan surat pengantar yang ditandatangai oleh atasan PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gédung selaku penyidik atau ditandatangani oleh
PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan diketahui atasan PPNS
Penyelpnogaraan Bangunan Gedung apabila atasan PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang bersangkutan bukan seorang penyidik;

b. Dalam hal berkas perkara belum sempurna, Penyidik . Polri akan
mengembalikannya disertai petunjuk tertulis.

c. Dalam hal berkas perkara telah sempuma berkas perkara akan diteruskan
kepada Penuntut Umum;

d. Penyerahan oerkas perkara dllakukan dalam dua tahap, yaitu :

1. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf b;

ii. Penyerahan tanggun g jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut
Umum dllaksanakan melalui Penyidik Polri yaitu setelah berkas perkara
dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau setelah 14 (empat belas)

hari sejak penyerahan berkas.perkara dari Penyidik Polri kepada Penuntut
Umum yang dinyatakan dalam berita acara.

’ Bagian Kedua

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 185

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang membidangi urusan

penyelenggaraan bangunan gedung di daerah yang mengemban tugas, fungsi dan

wewenang sesuai dengan ketentuan pasa] 6 ayat (1) huruf b KUHAP tahun 1981.
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Paragraf 2 :
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 186

(1) PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok sebagai

" (2)

(2)

berikut:

a. melakukan penyidikan tindak pidana Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

b. mewujudkan tegaknya hukum dalam persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung dengan melakukan penyidikan terhédap tjndé.k pidana
penyelenggaraan bangunan gedung dalam koordinasi dan pengawasan
Penyidik Polri; dan | - ' '

c. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta ‘suatu kesiapan dalam
rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Penyelenggaraan
bangunan gedung.

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai fungsi menegakkan

hukum. dalam penyelengga_raén bangunap gedung yang menyangkut tindak

pidana penyele'nggaraan barigunan gedung.

Paragraf 3
Kewajiban Dan Wewenang

Pasal 187

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai kewayban sebagai

berikut;

a. memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada
-Penyidik Polri, yaitu dalam laporan dimulainya penyidikan;

b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukarnya k;:pada
Penyidik Polri;
meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan;

d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan

€. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai kewenangan sebagai
berikut:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkénaan dengan tindak pidana dalam bidahg penyelenggaraan bangunan

gedung;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung;
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¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan bangurian gedung;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkcnaan dengan
tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung;

€. melakukan pemeriksaan di. tempét tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan bangunan

gedung; dan

- f. rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dalam bidlang penyelenggaraan bangunan gedung.

Paragraf 4
Kriteria Calon

Pasal 188

Kriteria Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung harus memiliki

a.
b.

pangkat paling rendah Penata Muda (Il1/a);

pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);

tugas dib bidang teknis operasional dan /atau hukum; _

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekei‘jaan (DP3) dalam 2 (dua) tehun berturut-
turut dengan nilai rata-rata baik;

sertifikat pendidikan dan pelatihan i{husus bidang penyidikan; dan

sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari

rumah sakit pemerintah ataui rumah sakit swasta.

v

Paragraf 5
Tata Kerja

Pasal 189

Tata kerja PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara administratif

dapat dijelaskan sebagai berikut; '

a. PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat merupakan Pejabat
Struktural dan PeJabat Non Struktiural yang secara ad1n1mstrat1f
bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja;

b. bentuk tanggungjawab administrasi antara lain:

I - melaksa.nakan tugas sesuai perintah tugas;
1i.

membuat laporan per kembangan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai

tahapan penindakan (peny1d1kan) yang sedang dilakukan kepada
Atasan/pimpinan secara berien; ang:
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iii.: Membuat laporan selesai pelaksanaan tugas;
iv. berkomunikasi setialp mendapatkan permasa_lahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas penyidikan; serta |
V.. 'mempertanggung jawabkan keuangan Negara yang ditimbulkan akibat
| kegiatan penyidikan yang dilakukannya.
Tata kerja PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara teknis dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam rangka pelaksanakan
- penyidikan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b. melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyidik sestlai' peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
¢. melaksanakan gelar perkara; serta

d. memantau pelaksanaan proses peradilan perkara.

Paragraf 6
Wilayah Kerja

‘Pasal 190

Wilayah Kkerja atau wilayah hukum Séseorang PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung adalah sesuaj dengan kétetapan di dalam Keputusan
Menteri- Hukum dan HAM tentang Pengangkatan PPNS Pen}'/elenggaraan
Bangunan Gedung. ’

Dalam Surat Keputusan Pengangkatan PPNS Penyelenggaraan‘ Bangunan

Gedung diatur mengenai Wilayah kerja/hukum, yaitu dapat bersifat Nasional,

Provinsi, maupun Kabupaten.

Paragraf 7
Pembinaan

Pasal 191

Pembinaan terhadap PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung fneliputi: :

a. pembinaan umum;
b. pembinaan teknjs; dan
¢. pembinaan operasional.

(1)

'Pasal 192

. Pembinaan umim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf a, dilakukan
oleh menteri yang tugas dém tanggungjawabnya dibidang penyelenggaraan
bangunan gedung.

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian

pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan
PPNS Pe ' -




' 214
101

Pusal 193

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf b dilakukan oleh

menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan hak asas;

manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai deng;an tugas dan fungsi masing-masing.
Pasal 194

(1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf ¢
dilakukan oleh: _

e[. Menteri c.q. Direktorat J_enderal Cipta Karya bekerjasama dengan Pembina
Oper:asional' PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta instansi terkait;

dan . '

b. Atasan PPNS Peny yelenggaraan Bangunan Gedung di tmgkat daerah

bekerjasama dengan Pembina Operasional PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung serta instansi terkait.

()

(2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat '(1), berupa

pembinaan teknis oﬁerasional PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pengawasan
Pasal 195

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan ‘ol.eh PPNS
Penyelenggaraan  Bangunan Gedung - dilakukan oleh pembina  PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan pejabat atasan PPNS Penyelenggaraan

|
|
|
Paragraf 8 - :
Bangunan G_edung yang mengeluarkan surat perintah penyidikan.

f/.\'
- Paragraf 9
, Pembiayaan
Pasal 196

(1) PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung disamping memperoleh hak- -haknya

sebagai Pegawaj Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan PPNS

Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pembinaan PPNS Penyelenggaraan

Bangunan Gedung dibebankan kepada APBN dan APBD, sesuai dengan bentuk
keglatannya

BAB IX
SANKSI ADMINYSTRATIF

Bagian Kesatu
Umurmn
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-Pasal 197

(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi adﬁlinistratif, berupa:

a. peringatan tertulis;

o

. pembatasan kegiatan pembangunan;
C. penghentian sementara atau  tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;
d. penghentian sementara atau tetap pada Peménfaatan Bahgunari Gedung;
€. pembekuan IMB gedung; o |
f. pencabutan IMB gedung; ' o |
g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau
1. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
C/f' (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai
! . bangunan yang sedang atau telah dibangun.
(3) Penyedia Jasa Konstruksi 'yahg melanggar ketentuan Pefaturan Daerah ini
dikenakan sanksi sebagaim'ana diatur dalam peraturan perundang-undangan
di bidang jasa konstruksi
(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas
Pemerintah Daerah. A
(5) Jenis bengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'dah ayat (2)
didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah

mendapatkan pertimbangan TABG.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif Pada Tahap Pembangunan

Pasal 198

(1) Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 18
ayaf (1) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 119 ayat (2), Pasal 128 ayat (3)
dan Pasal 133 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis. .

(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak
37(tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujﬁh) hari
kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimané

dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan
pembangunan.

(3)  Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi éebagaimana

dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak
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melakﬁkan pérbaikan.atas pelanggaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan
pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.

Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada dyét (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak
melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin

" mendirikan Bangunan Gedung, dan perintah pembongkaran Bangunan

Gedung.

Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daeran ‘atas biaya
Pemilik Bangunan Gedung. ‘

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik
Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling
banyak 10 % {sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang
bersangkutan. '

Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya

pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli

Bangunan Gedung.

Pasal 19¢

Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pe'mbangunan Bangunan
Gedungnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan_ sanksi
penghentlan sementara sampai dengan diperolehnya izin rner_ldirikan
Bangunan Gedung. | ' | |
Pemilik'Bangunan Gedung yéng tidak memiliki izin mendirikan Bangunan

Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Bagian Kedua '
Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 200

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9
ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 126 ayat (1) dengan sampai ayat (3) Pasal 127
ayat (2), Pasal 130 ayat (3), Pasal 135 ayat (2) dan ayat (4) dlkenakan sanksi
peringatan tertuiis. .

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi penngatan
tertuhs sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing-

d°mg 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas
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pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa
penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Banguhan Gedung dan
pembekuan sertifikat Laik Fungsi.

(3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran Sebagaimana. dirnaksud
pada 'ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan
pencabutan sertifikat Laik Fungsi.

(4) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan
perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampail dengan batas waktu berlakunya
sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besa}'nya 1

7o (satu per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

‘ _ Bagian Kesatu ,
Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 201

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp '50.000.000,00 (limapuluh juta
rupiah).
Bagian Kedua .
Faktor Kesengajaan yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain
Pasal 202

(1) Setiap pemilik dan/atéu Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yangv mengakibatkan keiugian harta
benda orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun,

dan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan

penggantian kerugian yang diderita. ‘

(2) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
.ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi
or;—mg‘ la‘in atau mengakibatkan cacar seumur hidup diancam dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahur dan denda paling banyak 15% (lima belas
per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.

(3) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan hilanghyg nyawa

orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

L —
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denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari n11a1 bangunan dan
penggantian kerugian yang diderita.
Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan TABG.

Bagian Ketiga
. - Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan Keruglan Orang Lain

Pasal 203

Setiép ‘orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar

ketentuan yang telah ditetapkam dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan

bangunan tidak Laik Fungsi dapat dlpldana kurungan, pidana denda dan
penggantian kerugian. ' |

Pidana  kurungan, pidana denda dan penggantlan kerugian sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: '

a. Pldana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 1% (satu per seratus s} dari n11a1 bangunan dan ganti keruglan jika
mengaklbatkan kerugian harta benda orang lain;

b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika

' mengaklbatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menlmbulkan cacat;

c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

" . BABX1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 204

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan teté\p
berlaku..

Bangunan Gedung yang sudah d11engkap1 IMB sebelum Peraturan Daerah inj
berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib ‘mengajukan
permohonan IMB baru.

Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB' sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuaj dengan
ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib




(4)

(5)
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mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (retrofitting)
secara bertahap.

Permohonan IMB yang telah masuk/ terdaftar sebelum berlakunya Peraturan
Daerah 1ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada keten’ruan dalam
Peraturan Daerah ini.

Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum
dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan IMB. | .

Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah inj belum
dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung Wajib. niengajukan ,
permohonan SLF,

Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

" Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini

berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai déngan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini, maka pemilik /Pengguna Bangunan Gedung wajib

rnengajukan permohonan SLF baru.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini

berlaku namun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, wmaka

pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting)
secara hertahap.

Bangunan Gedung yang sudahn dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini

bex]aku dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Daerah i ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF

dengan ketentuan penetapan sebagal berikut:

a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemﬂlkan
IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat- -lambatnya 3 (t10a) tahun
sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

b, untak Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non- -sederhana,
peneruban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

¢. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesxﬁkam sederhana,
penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-

1ambatnva 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.




Pasal 206

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan . Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah. -
Diteté.pkan di Pandan
pada tanggal 23 Juni 2016
BUPATI TAPANULI TENGAH,
ttd
SUKRAN JAMILAN TANJUNG
Diundangkan di Pandan

pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

e

e

LEMBARAN DAERAH XABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (50/2016).




